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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 

2023 diselaraskan dengan RKP Tahun 2023, RPJMN 2020-2024, Perubahan 

RPJMD Kabupaten Sanggau 2019-2024 dan mendukung pada pencapaian Agenda 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals 

(SDGs). 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 

2023 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian 

pembangunan triwulan II tahun 2023 serta dinamika lingkungan yang 

terjadi diantaranya dampak sosial dan ekonomi dari Corona Virus Disease 

2019 (covid1-9) yang oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dinyatakan 

sebagai pandemi global. 

Fenomena dan situasi ini menjadi masalah dunia dan dampaknya juga 

masih dirasakan di wilayah Kabupaten Sanggau. Dampak langsung dari ini 

masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga 

berpotensi menambah permasalahan sosial baru. Situasi ini tentunya 

menjadi masalah bagi kita bersama dan dalam hal ini sebagai pengambil 

kebijakan di daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sanggau. Salah satu 

opsi yang bisa digunakan untuk melakukan akselerasi pergerakan 

ekonomi, mengurangi pengangguran dan menjadikan masyarakat tetap 

bermartabat adalah dengan cara formulasi kebijakan perencanaan 

pembangunan daerah yang prospektif, realistis, akuntabel dan 

transparan. Media yang bisa dilakukan untuk mangaplikasikan hal 

dimaksud adalah dengan cara merumuskan Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2023. Harapannya melalui dokumen ini tertuang 

rencana program kegiatan dengan volume dan target serta pagu indikatif 

yang terukur. 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 

2023 juga dilakukan dengan melihat perkembangan pendapatan, dan 

belanja pada tahun berjalan. Hal ini juga bergantian dengan 

ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 Tahun 2022 Tentang 

Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi 

Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 yang mewajibkan 

penggunaan sub kegiatan yang telah ditentukan agar dianggarkan pada 

APBD Tahun 2023 
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 

2023 disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis 

program melalui penganggaran berbasis kinerja. Oleh karena itu 

penyusunan dan penyajian dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2023 menjadi sebuah keharusan yang dilakukan untuk 

mewujudkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Perubahan dokumen 

perencanaan ini juga dilakukan untuk memberikan, mengkoreksi dan 

merevisi target capaian kinerja yang telah direncanakan namun sulit 

untuk diaplikasi mengingat situasi dan kondisi yang sudah tidak 

memungkinkan. Selain daripada itu Perubahan Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 memuat realisasi dan asumsi  

pendapatan, realisasi dan asumsi belanja serta memuat program kegiatan 

prioritas penting dan mendesak yang bisa dilakukan pada Tahun 2023. 

 

1.2. Dasar Hukum 

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023, diantaranya: 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–undang 

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

di Kalimantan Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pusat dan Daerah; 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

6. Undang-Undang   Nomor   26   Tahun   2007   tentang   Penataan   

Ruang; 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau 

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang; 
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9. Peraturan    Pemerintah    Nomor    55    Tahun    2005    tentang    

Dana Perimbangan; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal; 

15. Peraturan Presiden No.59 tahun 2017 tentang tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; 

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional 2020–2024; 

17. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Tahun 2021; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2018 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan 

Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat 

Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023; 
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22. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2019 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019–2024 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau 

Nomor 4 Tahun 2021.  

 

 

 

 

1.3. Hubungan Antar Dokumen 

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Sanggau Tahun 

2023 berpedoman pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Sanggau Tahun 2019-2024, Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah 

yang selanjutnya diimplementasikan dalam Perubahan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah Tahun 2023. Penyusunan dan penyajian Dokumen 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 

2023 diperlukan untuk menjamin terjadinya keselarasan, keterkaitan 

dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.  

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sanggau Tahun 2023 merupakan acuan pelaksanaan Sistem Perencanaan dan 

Penganggaran Terpadu dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam 

tahapan penyusunan Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah 

Kabupaten Sanggau Tahun 2023 yang terdiri atas Perubahan Kebijakan 

Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Prioritas dan 

Plafon Anggaran Sementara serta dituangkan secara detail di dalam 

dokumen Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksana 

Perubahan Anggaran Perangkat Daerah. 

 

1.4. Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2023 adalah sebagai pedoman perubahan 

perencanaan dan penganggaran daerah Tahun 2023. Adapun tujuan 

penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2023 adalah : 

1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Sanggau  
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2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik 

antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan 

maupun antar tingkat pemerintahan 

3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan 

4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, 

berkeadilan dan berkelanjutan. 

 

 

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD 

Penyusunan dan penyajian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023, disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 

Bab I  Pendahuluan; 

Bab II  Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2023; 

Bab III  Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah; 

Bab IV  Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah; 

Bab V  Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah; Dan 

Bab VI  Penutup 

 



BAB II  
EVALUASI HASIL TRIWULAN II 

TAHUN 2023
   

T A H U N  2 0 2 3
Perubahan rkpd kab. sanggau 
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BAB II 

EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN II TAHUN 2023 

 

Setiap sasaran pembangunan didukung oleh program dan kegiatan guna mencapai sasaran 

pembangunan dan target kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi hasil RKPD disusun  sesuai dengan 

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. 

Pada tahun 2023 ini, pelaksanaan evaluasi terhadap hasil RKPD 2023 dilaksanakan pada triwulan 

II atau semester I. hasil evaluasi terhadap RKPD akan menjadi feedback/umpan balik bagi 

perencanaan pembangunan daerah untuk evaluasi anggaran sebagai bahan pertimbangan dalam 

penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 dan RKPD tahun berikutnya. Evaluasi yang digunakan 

dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 ini berisi capaian kinerja program perangkat 

daerah sampai dengan bulan Juni 2023 (triwulan II). 

Mengingat kondisi dan situasi tersebut maka pelu dilakukan pencermatan terhadap program dan 

kegiatan dengan tingkat capaian kinerja yang masih memerlukan tindaklanjut identifikasi 

permasalahan yang ada untuk selanjutnya dirumuskan Langkah untuk mempercepat pencapaian 

target kinerja yang ditetapkan.  

Adapun perbandingan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada Rencan Kerja 

Pemerintah Daerah dan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 

2023 dapat dilihaat pada table berikut : 

No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 
RKPD 
Murni 
2023 

APBD 
Murni 
2023 

Perubahan 
RKPD 2023 

1 Program 131 131 136 

2 Kegiatan 265 267 272 

3 Sub Kegiatan 760 853 890 

 

Jika dilihat dari tabel 2.1 dapat dilihat bahwa jumlah program dalam RKPD Murni Tahun 2023 

sejumlah 131 dan Rancangan Perubahan RKPD 2023 sejumlah 136 program. Jumlah kegiatan pada 

murni 2023 sejumlah 265 kegiatan dan rancangan perubahan 2023 sejumlah 272 kegiatan. 

Sementara Sub kegiatan awalnya 760 sub kegiatan menjadi 890 sub kegiatan. Penambahan 

program, kegiatan dan sub kegiatan mengikuti amanat sesuai dengan PMK 212 yang mewajibkan 

penggunaan sub kegiatan sesuai sumber pendanaannya (specific grant). Program, kegiatan dan sub 

kegiatan dimaksud sudah tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024. Melihat konsistensi 

program, kegiatan dan sub kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

131

265

760

131

267

853

136

272

890

Program Kegiatan Sub Kegiatan

RKPD Murni 2023 APBD Murni 2023 Ranhir Perubahan RKPD 2023
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Selanjutnya, evaluasi terhadap hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan sampai dengan 

triwulan II tahun 2023 secara realisasi keuangan dan fisik pada Perangkat Daerah dapat dilihat pada 

table berikut : 

NO PERANGKAT DAERAH DPA (RP) 

REALISASI  TRIWULAN I 2023 REALISASI  TRIWULAN II 2023 

(RP) 
KEU 
(%) 

FISIK 
(%) 

(RP) 
KEU 
(%) 

FISIK 
(%) 

1. 
SEKRETARIAT DAERAH ( 
Belanja) 

 Rp      81.723.370.279   Rp        6.522.720.798  7,98 10,48  Rp      35.701.265.493  43,69 52,26 

2. SEKRETARIAT DPRD (Belanja) 
 Rp      56.917.060.330   Rp        8.910.006.542  15,65 15,65  Rp      23.261.365.196  40,87 40,87 

3. INSPEKTORAT (Belanja) 
 Rp        9.005.057.687   Rp        1.489.418.353  16,54 16,54  Rp        3.988.159.181  44,29 52,66 

4. BADAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN 
DAERAH(Belanja) 

 Rp      13.915.183.211   Rp        1.259.629.944  9,05 17,13  Rp        3.223.616.741  23,17 38,92 

5. BADAN PENGELOLA 
KEUANGAN DAN ASET 
DAERAH(Belanja) 

 Rp     279.762.173.228   Rp        4.284.537.443  1,53 1,53  Rp     104.607.400.580  37,38 37,38 

6. 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 
(Belanja) 

 Rp      11.152.837.493   Rp        1.110.003.222  9,95 9,95  Rp        3.805.177.554  34,12 39,12 

7. BADAN KEPEGAWAIAN & 
PENGEMBANGAN SDM(Belanja) 

 Rp      30.435.028.916   Rp        4.729.856.806  15,54 15,54  Rp      11.340.757.603  37,26 50,67 

8. BADAN PENANGGULANGAN 
BENCANA DAERAH Belanja) 

 Rp        6.773.148.538   Rp           982.779.037  14,51 14,51  Rp        2.203.604.705  32,53 32,57 

9. DINAS BINA MARGA DAN 
SUMBER DAYA AIR (Belanja) 

 Rp     175.051.009.053   Rp        1.133.993.255  0,65 9,99  Rp      24.615.523.006  14,38 14,38 

10. DINAS PERUMAHAN CIPTA 
KARYA TATA RUANG DAN 
PERTANAHAN (Belanja) 

 Rp     138.577.770.624   Rp        1.025.513.429  0,74 0,00  Rp        4.628.233.183  3,49 19,14 

11. DINAS KESEHATAN (Belanja) 
 Rp     253.306.797.969   Rp      15.911.159.630  6,28 6,28  Rp      44.159.829.955  17,72 17,72 

  DINAS KESEHATAN BLUD  
 Rp      18.489.397.000   Rp                            -  0,00 0,00          2.482.402.970,05  13,44 0,00 

12. 
DINAS PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN ( Belanja) 

 Rp     525.058.388.073   Rp      43.089.047.260  8,21 8,21  Rp     120.883.963.769  23,02 23,02 

13. DINAS KETAHANAN PANGAN 
TANAMAN PANGAN 
HORTIKULTURA DAN 
PERIKANAN ( Belanja) 

 Rp      31.240.232.924   Rp        2.870.092.269  9,19 10,97  Rp        8.602.684.084  25,50 31,90 

14. DINAS PERKEBUNAN DAN 
PETERNAKAN (Belanja) 

 Rp      15.028.411.711   Rp        1.867.324.990  12,43 21,14  Rp        6.080.611.887  40,46 52,10 

15. DINAS PERINDUSTRIAN 
PERDAGANGAN KOPERASI 
DAN USAHA MIKRO(Belanja) 

 Rp        6.678.449.530   Rp           909.640.882  13,62 13,62  Rp        2.861.717.552  42,85 42,85 

16. DINAS SOSIAL 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
PERLINDUNGAN ANAK DAN 
KELUARGA BERENCANA 
(Belanja) 

 Rp      21.821.474.554   Rp        1.932.008.377  8,85 9,65  Rp        7.553.833.979  34,62 35,34 

17. DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN 
PEMERINTAHAN DESA 
(Belanja) 

 Rp        8.725.646.686   Rp        1.769.967.469  20,28 20,28  Rp        3.746.174.685  40,61 40,61 

18. DINAS PENANAMAN MODAL 
DAN PELAYANAN TERPADU 
SATU PINTU ( Belanja) 

 Rp        5.793.085.570   Rp           723.445.441  12,49 13,81  Rp        2.123.548.724  36,66 39,70 

19. 
DINAS PERHUBUNGAN 
(Belanja) 

 Rp      16.165.641.846   Rp        1.959.314.998  12,12 10,50  Rp        7.138.879.506  44,16 43,02 

20. DINAS TENAGA KERJA DAN 
TRANSMIGRASI(Belanja) 

 Rp        4.086.954.839   Rp           473.903.604  11,60 11,60  Rp        1.420.129.377  30,30 28,98 

21. 
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
(Belanja) 

 Rp      10.240.011.584   Rp        1.535.466.180  14,99 14,99  Rp        4.340.521.747  42,39 42,39 

22. DINAS KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA (Belanja) 

 Rp        7.833.549.805   Rp        1.107.730.916  14,14 5,67  Rp        2.660.697.636  33,97 83,24 

23. DINAS PEMUDA OLAHRAGA 
DAN PARIWISATA(Belanja) 

 Rp      15.739.194.935   Rp        3.611.480.473  22,95 25,00  Rp        7.060.065.856  33,08 50,00 

24. DINAS KEPENDUDUKAN DAN 
CATATAN SIPIL(Belanja) 

 Rp        6.652.469.413   Rp        1.043.061.519  15,68 15,00  Rp        2.876.062.590  43,23 60,00 

25. DINAS KEARSIPAN DAN 
PERPUSTAKAAN(Belanja) 

 Rp        5.879.199.082   Rp           723.937.667  12,31 14,98  Rp        2.297.700.433  25,59 30,59 

26. 
SATUAN POLISI PAMONG 
PRAJA (Belanja) 

 Rp        9.817.970.114   Rp        1.513.751.510  15,42 15,42  Rp        6.633.874.086  54,74 99,98 

27. BADAN KESATUAN BANGSA 
DAN POLITIK (Belanja) 

 Rp        7.924.948.813   Rp           636.858.933  8,04 8,04  Rp        3.996.269.724  50,43 50,43 

28. 
RSUD M Th. DJAMAN (Belanja)  Rp      34.441.874.298   Rp        4.817.815.277  13,99 0,00  Rp      16.362.394.907  47,51 27,51 



I- 3 
 

NO PERANGKAT DAERAH DPA (RP) 

REALISASI  TRIWULAN I 2023 REALISASI  TRIWULAN II 2023 

(RP) 
KEU 
(%) 

FISIK 
(%) 

(RP) 
KEU 
(%) 

FISIK 
(%) 

  
RSUD M.Th. Djaman BLUD 
(Belanja) 

 Rp      51.330.224.294   Rp        5.490.219.132  10,70 0,00  Rp      19.353.923.772  37,70 25,27 

29 KECAMATAN KAPUAS (Belanja) 
 Rp        8.090.636.276   Rp           826.097.537  10,21 10,21  Rp        2.867.552.195  35,44 53,00 

30 KECAMATAN TOBA (Belanja) 
 Rp        2.163.395.284   Rp           275.666.969  12,74 12,74  Rp           959.452.289  44,35 44,35 

31 KECAMATAN MELIAU (Belanja) 
 Rp        2.449.044.198   Rp           401.079.524  16,38 24,02  Rp        1.061.174.878  43,33 43,37 

32 
KECAMATAN MUKOK (Belanja) 

 Rp        2.595.765.049   Rp           316.909.335  12,21 12,21  Rp        1.195.224.833  46,05 46,00 

33 KECAMATAN ENTIKONG 
(Belanja) 

 Rp        2.345.701.216   Rp           378.708.059  16,14 16,14  Rp        1.075.443.224  45,85 44,17 

34 KECAMATAN PARINDU 
(Belanja) 

 Rp        2.673.201.880   Rp           572.988.640  21,43 26,90  Rp        1.284.809.005  48,06 48,07 

35 KECAMATAN NOYAN (Belanja) 
 Rp        2.300.890.937   Rp           279.688.862  12,16 26,02  Rp           971.316.803  42,21 43,62 

36 
KECAMATAN TAYAN HILIR 
(Belanja) 

 Rp        2.803.788.081   Rp           514.795.773  18,36 18,36  Rp        1.347.037.865  48,04 48,04 

37 
KECAMATAN TAYAN 
HULU(Belanja) 

 Rp        2.546.783.178   Rp           330.886.652  12,99 7,38  Rp           962.984.440  37,81 17,24 

38 
KECAMATAN JANGKANG 
(Belanja) 

 Rp        2.764.180.074   Rp           535.880.562  19,39 18,30  Rp        1.306.472.374  47,26 43,24 

39 KECAMATAN BEDUAI (Belanja) 
 Rp        2.316.300.148   Rp           373.248.704  16,11 16,11  Rp           985.765.695  42,56 42,56 

40 
KECAMATAN KEMBAYAN 
(Belanja) 

 Rp        2.826.209.312   Rp           320.390.098  11,34 11,36  Rp        1.010.222.799  35,74 35,76 

41 
KECAMATAN SEKAYAM 
(Belanja) 

 Rp        2.972.608.974   Rp           343.600.963  11,56 0,00  Rp        1.110.588.994  37,36 35,79 

42 KECAMATAN BONTI (Belanja) 
 Rp        2.540.330.762   Rp           214.413.210  8,44 12,45  Rp        1.011.707.953  39,83 39,83 

43 
KECAMATAN BALAI (Belanja) 

 Rp        2.515.303.964   Rp           319.979.644  12,72 12,72  Rp        1.072.916.683  42,66 42,66 

  

JUMLAH  Rp  1.903.470.701.732   Rp     129.439.019.888  
        

12,17  
        

12,48  
 Rp     508.233.060.511  

        
37,02  

        
40,67  

 

Berdasarkan data tersebut rata-rata realisasi capaian fisik pada triwulan dua sebesar 40,67% masih 

sangat rendah demikian juga dengan realisasi keungannya baru tercapai 37.02%. 

 

Kepala BAPPEDA melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada Formulir 

E.79, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam Tabel T-E.1. 

 

Dalam penilaian kinerja, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai 

sebagai berikut: 

 Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi 

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan 

berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. 

 Hasil Sedang 

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi 

persyaratan minimal. 

 Hasil Rendah dan Sangat Rendah 
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Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih 

dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. 

 

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 

1. Urusan Wajib Pendidikan 

Kinerja program pada Urusan Pendidikan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table 

1 berikut: 

 

Tabel 1 

Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2023 Bidang Pendidikan  

s.d Triwulan II 

N
O 

Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator Kinerja 

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realiasi Keuangan 

Targe
t 

2024 

Targe
t 

2023 

Realisa
si 2023 

s/d 
Juni 
2023 

(%) Pagu 
Realisasi 2023 
s.d Juni 2023 

(%) 

1 

Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Ketersediaan 
layanan administrasi 
perkantoran yang 
mendukung 
kelancaran tugas 
dan fungsi 
pengelolaan 
pendidikan dan 
kebudayaan (%) 

100% 100% 32,3% 
32
% 

353.614.117.78
7 

114.247.074.46
2 

32,31
% 

2 
Program 
Pengelolaan 
Pendidikan 

Ketersediaan 
pelayanan 
pendidikan dan daya 
tampung semua jalur 
dan jenjang 
pendidikan yang 
bermutu, merata dan 
terjangkau (%) 

100% 100% 2,9% 3% 
163.481.039.12

8 
4.762.811.187 2,91% 

3 
Program 
Pengembangan 
Kurikulum 

Ketersediaan 
Kurikulum Muatan 
Lokal Pendidikan 
Dasar Yang 
Ditetapkan (%) 

100% 100% 0,0% 0% 50.083.820 0 0,00% 

4 

Program 
Pendidik Dan 
Tenaga 
Kependidikan 

Tingkat Pemerataan 
Kuantitas dan 
Kualitas Pendidik 
dan Tenaga 
Kependidikan bagi 
Satuan Pendidikan 
Dasar, PAUD, dan 
Pendidikan 
Nonformal/Kesetaraa
n (%) 

100% 100% 18,9% 
19
% 

154.615.093 29.150.072 
18,85

% 

 

Berdasarkan tabel diatas, capaian program Bidang Pendidikan masih rendah, hal ini disebabkan 

karena masih berprosesnya administrasi dan pekerjaan fisik dilapangan dan pelaksanaan Bimtek 

bagi peserta kesenian belum dilaksanakan. 

 

2. Urusan Wajib Kesehatan  

Kinerja program pada Urusan Kesehatan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table 2 

berikut: 

 

 

 

 

Tabel 2 
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Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2023 

Pada Urusan Wajib Kesehatan s.d Triwulan II 

 

 

N
O 

BIDANG 
URUSAN 

PEMERINTAH
AN DAN 

PROGRAM 
PRIORITAS 

PEMBANGUN
AN 

INDIKATO
R KINERJA 

TARGET DAN REALISASI FISIK TARGET DAN REALISASI KEUANGAN 

TAR
GET 
2024 

TARGET 2023 
REALISASI 

2023 S.D 
JUNI 2023 

% PAGU 
REALISASI 

2023 S.D 
JUNI 2023 

% 

  

URUSAN 
PEMERINTAH 
WAJIB YANG 
BERKAITAN 
DENGAN 
PELAYANAN 
DASAR     

    

          

  

URUSAN 
PEMERINTAH 
BIDANG 
KESEHATAN     

    

          

1 PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAH 
DAERAH 
KABUPATEN/
KOTA 

Ketersedia
an layanan 
umum 
penunjang 
pemerintah
an Daerah 
bidang 
urusan 
Kesehatan 

100% 100 % 70,1
4 

% 92,3
6 

     
84.319.039.221  

   
22.551.694.90
4  

26,7
5 

2 PROGRAM 
PEMENUHAN 
UPAYA 
KESEHATAN 
PERORANGAN 
DAN UPAYA 
KESEHATAN 
MASYARAKAT 

Indeks 
Pembangu
nan 
Kesehatan 
Masyarakat 
(IPKM) 

0,530
94 

0,5300
8 

Poi
nt 

- Poi
nt 

-    
156.171.971.57
6  

     
9.467.347.874  

6,06 

3 
PROGRAM 
PENINGKATA
N KAPASITAS 
SUMBER 
DAYA 
MANUSIA 
KESEHATAN 

Persentase 
Sumber 
Daya 
Manusia 
Kesehatan 
(SDMK) 
yang 
kompeten 

97% 97 % 77,5 %  79,
89 

       
6.737.559.179  

     
3.407.471.372  

50,5
7 

4 PROGRAM 
SEDIAAN 
FARMASI, 
ALAT 
KESEHATAN 
DAN 
MAKANAN 
MINUMAN 

Persentase 
Sediaan 
Farmasi, 
Alat 
Kesehatan 
dan 
Makanan 
Minuman 
sesuai 
standar 

100% 100 % 100 % 100            
327.896.100  

                               
-  

0 

5 
PROGRAM 
PEMBERDAYA
AN 
MASYARAKAT 
BIDANG 
KESEHATAN 

Proporsi 
Upaya 
Kesehatan 
berbasis 
Masyarakat 
(UKBM) 
Aktif 

50% 50 % 50 % 100        
1.650.331.893  

         
437.436.000  

26,5
1 

 

 

Berdasarkan table diatas, capaian program pada semester I untuk Urusan Wajib Bidang 

Kesehatan sudah tinggi bahkan ada yang sudah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 

2023 dan 2024. Namun demikian ada ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian 

kedepan diantaranya adalah : perlunya Peningkatan pengetahuan ibu bersalin tentang 

pentingnya persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan dimana dari data 8.247 ibu hamil 

yang memanfaatkan fasilitas pelayanan Kesehatan baru  2.812 orang atau 34%. Hal ini perlu 

Peningkatan edukasi kepada masyarakat khusunya ibu hamil terkait pentingnya penggunaan 

fasilitas pelayanan Kesehatan yang ada untuk mengurangi dampak negatif terhadap ibu dan  

bayi yang dilahirkan. 
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3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kinerja program pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan 

triwulan 2 dapat dilihat pada table 3 berikut: 

 

Tabel 3 

Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2023 

Pada Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang s.d Triwulan II 

 

 

N
o 

Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator 
Kinerja  

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realisasi Keuangan 

Targ
et 

2024 

Targ
et 

2023 
Realisasi 2023 
s/d Juni 2023 

(%) Pagu 
Realisasi 2023 
s/d Juni 2023 

(%) 

I 

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN / 
KOTA 

Nilai AKIP Dinas 
Bina Marga dan 
Sumber Daya Air 
= Nilai AKIP 

    3.322.867.530,00  
39,1

5 
8.877.639.733,00 3.322.867.530,00  

37,4
3 

II 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
SUMBER DAYA 
AIR 

1. Persentase 
daerah bebas 
banjir = (Jumlah 
dusun bebas 
banjir di 
kabupaten 
sanggau 
)/(Jumlah dusun 
di kabupaten 
sanggau)  x 100 
%                                            
2. Persentase 
luas irigasi 
kabupaten yang 
berfungsi baik = 
(Luas irigasi 
kabupaten 
kondisi baik (ha) ) 
/ (Total luas 
irigasi Kabupaten 
(ha))  x 100 %                                                          

    2.038.793.000,00  
14,6

7 
14.964.899.237,00 2.038.793.000,00  

13,6
2 

IV 
PROGRAM 
PENYELENGGAR
AAN JALAN 

1. Persentase 
jalan poros desa 
dan perkotaan 
dalam kondisi 
baik dan sedang 
(> 40 Km/jam) =  
Panjang Jalan 
Poros Desa dan 
Perkotaankondisi 
baik dan sedang 
(km) ) / (Total 
Panjang Jalan 
Poros Desa dan 
Perkotaan (km) x 
100% 2. 
Persentase jalan 
kabupaten dalam 
kondisi baik dan 
sedang (> 40 
Km/jam) = 
Panjang Jalan 
Kabupaten 
kondisi baik dan 
sedang Sedang 
(km) / Total 
Panjang Jalan 
Kabupaten (km) x 
100%                  
3. Persentase 
jembatan dalam 
kondisi baik = 
Jumlah Jembatan 
Kabupaten 
kondisi baik dan 
sedang / Jumlah 
Jembatan 
Kabupaten x 
100% 

    
19.200.928.016,0

0  
13,1

8 
146.498.473.074,0

0 
19.200.928.016,0

0  
13,1

1 

V 

PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
JASA 
KONSTRUKSI 

Nilai AKIP Dinas 
Bina Marga dan 
Sumber Daya Air 
= Nilai AKIP 

    52.934.460,00  
50,2

2 
859.997.009,00 52.934.460,00  6,16 

 



I- 7 
 

 

Urusan  Pemerintahan Bidang  Pekerjaan Umum  Dan Penataan Ruang 

Kode 

Urusan/  Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah Dan 

Program/ 
Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Pagu Anggaran Tahun 2023 

Capaian  
Program / 

Hasil 
Kegiatan / 
Keluaran 

Sub 
Kegiatan 

  

Targ
et 

202
4 

Targ
et 

2023 

Realis
asi 

2023 
s/d 
Juni 
2023 

%  Pagu Anggaran   Realisasi   %  

1 2 3 6 6 6 6 7     

1         Urusan  
Pemerintahan 
Wajib Yang 
Berkaitan 
Dengan  
Pelayanan 
Dasar 

  

    213   
          

132.067.568.344,0
0  

              
4.580.436.381,00  

       
3,47  

1 0
3 

      Urusan  
Pemerintahan 
Bidang  
Pekerjaan 
Umum  Dan 
Penataan Ruang 

  

    0 
                        
-  

          
124.078.979.777,0

0  

              
1.835.169.366,00  

       
1,48  

1 0
3 

0
3 

    Program  
Pengelolaan 
Dan 
Pengembangan 
Sistem  
Penyediaan Air 
Minum 

Persentas
e 
penduduk 
yang 
memanfaat
kan 
jaringan air 
bersih 

  
50,9
0% 

0 0,00% 
            

23.856.291.976,00  
                 
279.144.626,00  

       
1,17  

1 0
3 

0
4 

  

  

Program 
Pengembangan 
Sistem Dan 
Pengelolaan 
Persampahan 
Regional 

Persentas
e Rumah 
Tangga 
Bersanitasi 

  
32,4
0% 

0,00% 0,00% 
              

1.999.983.196,00  
                                      
-  

            
-  

1 0
3 

0
5 

  

  

Program  
Pengelolaan 

Dan 
Pengembangan 
Sistem  Air 
Limbah 

Persentas
e Rumah 

Tangga 
Bersanitasi 

  
52,8
3% 

0,00% 0,00% 
            

10.971.904.886,00  
                  
13.147.200,00  

       
0,12  

1 0
3 

      Program  
Pengelolaan 
Dan 
Pengembangan 
Sistem  
Drainase 

Persentas
e drainase 
kondisi 
baik 

  
54,6
8% 

0 0,00% 
              

6.030.392.135,00  
                 
123.702.626,00  

       
2,05  

1 0
3 

0
7 

  

  

Program  
Pengembangan 
Permukiman 

Persentas
e 
jalan/gerta
k 
lingkungan 
yang 
terbangun 

  
83,9
3% 

0 0,00% 
            

36.951.838.557,00  
                 
571.645.363,00  

       
1,55  

1 0
3 

0
8 

    Program 
Penataan 
Bangunan 
Gedung 

Persentas
e Gedung 
Kantor 
Pemerinta
h yang 
Refresenta
tif 

  
88,6
4  % 

0 0,00% 
            

21.700.209.031,00  
                 

357.404.726,00  
       
1,65  

1 0
3 

0
9 

    Program  
Penataan 
Bangunan Dan 
Lingkungannya 

Persentas
e fasilitas 
sarana 
umum 
layak 

  65% 0 0,00% 
            

21.696.128.715,00  
                 

414.317.000,00  
       
1,91  

1 0
3 

1
2 

  

  

Program  
Penyelenggaraa
n Penataan 
Ruang 

Kesesuaia
n tata 
ruang (%) 

  
100 
% 

0 0,00% 
                 

872.231.281,00  
                  

75.807.825,00  
       
8,69  

1 0
4 

0
1 

    Program  
Penunjang 
Urusan  
Pemerintahan 
Daerah  
Kabupaten/Kota 

Ketersedia
an 
Layanan 
Umum 
Penunjang 
Pemerinta
han 
Bidang 
Urusan 
Perumaha
n dan 
Kawasan 
Permukim
an, 
Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang 
serta 
Pertanaha
n 

  
100 
% 

213 46,92% 
              

6.727.771.575,00  
              

2.714.318.184,00  
     
40,34  
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Kode 

Urusan/  Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah Dan 

Program/ 
Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Pagu Anggaran Tahun 2023 

Capaian  
Program / 

Hasil 
Kegiatan / 
Keluaran 

Sub 
Kegiatan 

  

Targ
et 

202
4 

Targ
et 

2023 

Realis
asi 

2023 
s/d 
Juni 
2023 

%  Pagu Anggaran   Realisasi   %  

1 2 3 6 6 6 6 7     

1 0
4 

0
2 

    Program 
Pengembangan 
Perumahan 

Rasio 
Rumah 
Layak Huni 

  
0,13
58 

0 0,00% 
              

1.218.812.735,00  
                  

18.248.831,00  
       
1,50  

1 0
4 

0
3 

    Program 
Kawasan 
Permukiman 

Ketersedia
an 
Dokumen 
Monitoring, 
Evauasi 
…. 

  
100
% 

0 0,00% 
                  

42.004.257,00  
                  

12.700.000,00  
     
30,24  

 

Pada urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, permasalahan umum yang 

dijumpai adalah kondisi di lapangan berbeda/ berubah dari kondisi awal/perencanaan 

sehingga memerlukan waktu untuk penyesuaian dokumen perencanaan (RAB) dan dokumen 

lain yang diperlukan serta Adanya penyesuaian/penyempurnaan  anggaran dengan adanya 

PMK 212 dan menunggu proses Pengadaan Barang/Jasa 

Berdasarkan permasalahan tersebut sebagai tindaklanjut nya diperlukan langkah-

langkah yakni: mempercepat penyesuaian terhadap peraturan terkait agar tercipta sinkronisasi 

dalam program penyelenggaraan penataan ruang disamping mempercepat proses 

administrasi terkait pengadaan barang jasa di Unit Kelompok Pengadaan Barang/Jasa 

(UKPBJ). 

 

4. Urusan Wajib Bidang Pertanahan  

Kinerja program pada Urusan Pertanahan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada 

table 4 berikut: 

 

Tabel 4 

Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2023 

Pada Urusan Wajib Pertanahan s.d Triwulan II 

 

Kode 

Urusan/  Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah Dan 

Program/ 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Pagu Anggaran Tahun 2023 

Capaian  
Program / Hasil 

Kegiatan / 
Keluaran Sub 

Kegiatan 

   

Target 
2024 

Target 
2023 

Realisasi 
2023 s/d 

Juni 
2023 

%  Pagu Anggaran   Realisasi   %  

1 2 3 6 6 6 6 7     

2 10 04     Program  
Penyelesaian 
Sengketa Tanah 
Garapan 

Persentase 
Penyelesaian 
Sengketa 
Tanah 
Garapan 

  20 % 0 0,00% 
                  

78.917.714,00  
                  

22.341.002,00  
     28,31  

2 10 06     Program  
Redistribusi 
Tanah, Serta  
Ganti Kerugian 
Program  Tanah 
Kelebihan 
Maksimum Dan 
Tanah Absentee 

Persentase 
Kepemilikan 
Hak Tanah 
Oleh 
Masyarakat 
terfasilitasi 

  20 % 0 0,00% 
                  

61.315.040,00  
                  

10.205.800,00  
     16,64  

2 10 10     Program  
Penatagunaan 
Tanah 

Persentase 
Tanah 
Pemerintah 
Daerah 
bersertifikat 

  79% 0% 0,00% 
                 

369.952.760,00  
                  

15.250.000,00  
       4,12  

 

 

 

 

Pada urusan Bidang Pertanahan permasalahan yang dijumpai adalah: 

1. Kurangnya dokumen asset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, hal ini memungkinkan 

terjadinya penyerobotan-penyerobotan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.  

2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kepemilikan 

asset nya.  
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Berdasarkan permasalahan tersebut, langkah-langkah yang harus dilaksanakan adalah : 

1. Pemasangan patok-patok batas asset Pemerintah Daerah sebagai bagian dari legalisasi 

pengamanan asset. 

2. Meningkatkan intensitas sosialisasi pemanfaatan program PTSL dan Redis kepada 

masyarakat.  

 

 

 

 

5. Urusan Wajib Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 

Masyarakat  

Kinerja program pada Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 

Masyarakat sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table 5  berikut: 

 

Tabel 5 

Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2023 

Pada Urusan Wajib Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 

s.d Triwulan II 

 

 

N
O 

BIDANG 
URUSAN 

PEMERINTAH
AN DAN 

PROGRAM 
PRIORITAS 

PEMBANGUN
AN 

INDIKATO
R KINERJA 

TARGET DAN REALISASI FISIK TARGET DAN REALISASI KEUANGAN 

TAR
GET 
2024 

TARGET 2023 
REALISASI 

2023 S.D 
JUNI 2023 

% PAGU 
REALISASI 

2023 S.D 
JUNI 2023 

% 

  

Urusan 
Pemerintah 
Wajib Yang 
Berkaitan 
Dengan 
Pelayanan 
Dasar     

    

          

  

Urusan 
Pemerintah 
Bidang 
Ketentraman 
dan Ketertiban     

    

          

1 
Program 
Pencegahan, 
Penanggulang
an, 
Penyelamatan 
Kebakaran 
Dan 
Penyelamatan 
Non 
Kebakaran 

Tingkat 
Waktu 
Tanggap 
(Response 
Time Rate) 
Daerah 
Layanan 
Wilayah 
Manajemen 
Kebakaran 
(WMK) 

100 100 % 75.8
5 

% 75.8
5 

3.724.366.809 2.824.418.902 75.8
4 

2 Program 
Peningkatan 
Ketentraman 
Dan Ketertiban 
Umum 

Persentase 
Penurunan 
Pelanggara
n 
Ketentram
an dan 
Ketertibaa
n dan 
Kemanan 

75 80 % 38 % 47.5 2.451.070.444 1.071.047.915 43.7 

3 Program 
Penanggulang
an Bencana 

Meningkat
nya 
kapasitas 
daerah 
dalam 
penanggul
angan 
bencana 

0.45/ 
Level 

3 

0.37/ 
level 2 

 0.37
/ 

Lev
el 2 

 82% 3.371.621.998 651.728.388 19.3
3 
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N
O 

BIDANG 
URUSAN 

PEMERINTAH
AN DAN 

PROGRAM 
PRIORITAS 

PEMBANGUN
AN 

INDIKATO
R KINERJA 

TARGET DAN REALISASI FISIK TARGET DAN REALISASI KEUANGAN 

TAR
GET 
2024 

TARGET 2023 
REALISASI 

2023 S.D 
JUNI 2023 

% PAGU 
REALISASI 

2023 S.D 
JUNI 2023 

% 

  Meningkat
nya daya 
tanggap 
bencana  

3 
Jam 

3 Jam 3 Jam 100
% 

   

  meningkat
nay 
pemulihan 
wilayah 
terdampak 
bencana 

50% 50 % 25 % 50%    

 

 

Pada Capaian kinerja program pada urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta 

Perlindungan Masyarakat pada semester 1 ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah pada 

penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban dan keamanan dimana masih kurangnya 

pemahaman masyarakat terhadap Perda dan Perkada yang diterapkan sehingga perlu lebih 

ditingkatkan lagi pengawasan dan penegakannya di masyarakat. Namun demikian kedepan 

masih perlu ditingkatkan lagi dengan membentuk Tim Terpadu pengawalan terhadap Perda 

dan Perkada di masyarakat. Sementara terhadap Respon Time per kejadian sudah memenuhi 

standar operasional prosedur yakni 3 jam. 

 

6. Urusan Wajib Bidang Sosial  

 

Kinerja program pada Urusan Sosial sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table 

6 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6 

Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2023 

Pada Urusan Wajib Sosial s.d Triwulan II 

 

Kode 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah dan 

Program/Kegiata
n 

Indikator Kinerja 
Program/Kegiat

an 

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realisasi Keuangan 

Targ
et 

2024 

Targ
et 

2023 

Realisa
si 2023 
s.d Juni 

2023 

(%
) 

 Pagu  
Realisasi 
2023 s.d 
Juni 2023 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
                        

8  
(9) (10) 

1 
0
6 

      
Urusan 
Pemerintahan 
Bidang Sosial 

     

  

    

    

1 0
6 

0
2 

    Program 
Pemberedayaan 
Sosial 

Persentase 
potensi sumber 
kesejahteraan 
sosial yang 
mendapat 
pembinaan 

100
% 

100
% 

50% 50       
101.168.980  

           
48.900.538  

 
48,3

4  
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Kode 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah dan 

Program/Kegiata
n 

Indikator Kinerja 
Program/Kegiat

an 

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realisasi Keuangan 

Targ
et 

2024 

Targ
et 

2023 

Realisa
si 2023 
s.d Juni 

2023 

(%
) 

 Pagu  
Realisasi 
2023 s.d 
Juni 2023 

(%) 

1 0
6 

0
3 

    Program 
Penanganan 
Warga Migran 
Korban Tindak 
Kekerasan 

Persentase 
Warga Negara 
Migran yang 
difasilitasi 

100
% 

100
% 

25 25          
31.420.076  

             
7.042.856  

 
22,4
2  

1 0
6 

0
4 

    Program 
Rehabilitasi 
Sosial 

Persentase 
PMKS Yang 
tertangani 

100
% 

100
% 

40 % 40    
2.954.182.65

8  

      
1.615.299.95
6  

 
54,6

8  

1 0
6 

0
5 

    Program 
Perlindungan 
Dan Jaminan 
Sosial 

Persentase  
Bantuan Sosial 
yang diberikan 
kepada 
masyarakat 

100
% 

100
% 

75 % 75       
975.642.998  

         
353.665.872  

 
36,2
5  

1 0
6 

0
6 

    Program 
Penanganan 
Bencana 

Persentase 
Korban 
Bencana Alam 
dan Sosial yang 
mendapatkan 
Bantuan 

100
% 

100
% 

          
262.979.216  

           
66.791.848  

 
25,4

0  

1 0
6 

0
7 

    Program 
Pengelolaan 
Taman Makam 
Pahlawan 

  100
% 

100
% 

100% 10
0 

     
15,5

4  

 

 

Pada Bidang Sosial ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah pada Program 

Rehabilitasi Sosial dimana kinerja yang diharapkan adalah persentase Penyandang masalah 

kesehateraan Sosial (PMKS) harus dirubah menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial 

(PPKS) sesuai Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial. Saat ini persentase PPKS mencapai 45,04%. Minimnya data 

kependudukan orang terlantar dan minimnya fasilitas pendukung layanan rujukan berbasis 

BPJS PBI merupakan permasalahan pokok. Berdasarkan hal tersebut langkah tindaklanjut nya 

adalah dengan memanfaatkan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan sipil dan mengimplementasikan program SIDOMPU secara maksimal. 

 

 

 

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  

1. Urusan Bidang Kebudayaan 

 

Kinerja program pada Urusan Kebudayaan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada 

table berikut: 

Tabel 7 

Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2023 

Bidang Kebudayaan s.d Triwulan II 

 

NO 

Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator 
Kinerja 

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realiasi Keuangan 

Target 
2024 

Target 
2023 

Realisas
i 2023 

s/d Juni 
2023 

(%) Pagu 
Realisasi 

2023 s.d Juni 
2023 

(%) 

1 
PROGRAM 
PENGEMBANGA
N KEBUDAYAAN 

Tingkat 
Persentase 
Lembaga Adat 
dan Budaya 
Daerah yang 
dibina dan 
dilestarikan (%) 

100% 100% 26,4% 26% 6.658.783.857 1.760.461.048 26,44% 

2 
 PROGRAM 
PEMBINAAN 
SEJARAH 

Tingkat 
Pengembangan 

100% 100% 0,0% 0% 43.998.892 0 0,00% 
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Akses Informasi 
Sejarah (%) 

3 

PROGRAM 
PELESTARIAN 
DAN 
PENGELOLAAN 
CAGAR BUDAYA 

Tingkat 
Pesentase  
Pelestarian dan 
Pengelolaan 
Cagar Budaya 
(%) 

100% 100% 8,0% 8% 1.055.749.496 84.467.000 8,00% 

 

Pada Bidang kebudayaan masih sesuai dengan jadwal yang ditentukan, masih dalam proses 

administrasi pengadaan barang jasa dan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya. 

 

 

2. Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  

 

Kinerja program pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table berikut: 

 

Tabel 8 

Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2023 

Pada Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Masyarakat s.d 

Triwulan II 

 

Kode 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah dan 

Program/Kegiat
an 

Indikator 
Kinerja 

Program/Kegi
atan 

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realisasi Keuangan 

Targ
et 

202
4 

Targ
et 

202
3 

Realisasi 2023 
s.d Juni 2023 

(%
) 

 Pagu  
Realisasi 

2023 s.d Juni 
2023 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
                        

8  
(9) (10) 

2 0
8 

      Urusan 
Pemerintahan 
Bidang 
Pemberdayaan 
Perempuan Dan 
Perlindungan 
Anak 

                

2 0
8 

0
2 

    Program 
Pengarusutama
an Gender Dan 
Pemberdayaan 
Perempuan 

Persentase 
Dokumen 
Pengarusuta
maan Gender 
dan 
Pemberdaya
an 
Perempuan 
yang disusun  

100
% 

100
% 

60 % 60    
2.644.552.8

25  

      
2.148.491.38
2  

 
81,2
4  

2 0
8 

0
3 

    Program 
Perlindungan 
Perempuan 

Persentase 
kasus 
kekerasan 
terhadap 
perempuan 
yang 
tertangani 

100
% 

100
% 

100% 10
0 

      
297.492.47
1  

         
152.225.941  

 
51,1
7  

2 0
8 

0
4 

    Program 
Peningkatan 
Kualitas 
Keluarga 

  100
% 

100
% 

                             
-  

        
149.986.37
1  

             
8.565.000  

 
5,71  

2 0
8 

0
5 

    Program 
Pengelolaan 
Sistem Data 
Gender Dan 
Anak 

Persentase 
Dokumen 
Data Gender 
dan Anak 
tersusun 
dengan baik 

100 
% 

100 
% 

                             
-  

          
72.272.154  

           
25.168.712  

 
34,8
2  

2 0
8 

0
6 

    Program 
Pemenuhan 
Hak Anak (PHA) 

Persentase 
Dokumen 
Kabupaten 
Layak Anak 
yang 
tersusun 
dengan baik 

70% 70% 70% 10
0 

      
237.726.26
2  

           
38.490.219  

 
16,1
9  
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Kode 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah dan 

Program/Kegiat
an 

Indikator 
Kinerja 

Program/Kegi
atan 

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realisasi Keuangan 

Targ
et 

202
4 

Targ
et 

202
3 

Realisasi 2023 
s.d Juni 2023 

(%
) 

 Pagu  
Realisasi 

2023 s.d Juni 
2023 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
                        

8  
(9) (10) 

2 0
8 

0
7 

    Program 
Perlindungan 
Khusus Anak 

Persentase 
kasus 
kekerasan 
anak 
tertangani 

100
% 

100
% 

30% 30       
285.932.13
1  

           
79.483.821  

 
27,8
0  

 

 

Dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang menjadi perhatian 

pada semester satu ini adalah jumlah kasus prostitusi dan perdagangan perempuan termasuk 

kalangan remaja cenderung meningkat setiap tahunnya serta masih minimnya keadilan yang 

didapat oleh kaum perempuan dan masih banyak perempuan yang masih terlibat dalam proses 

hukum, oleh karena itu perlunya Peningkatan partisipasi perempuan dalam pencegahan 

penyakit sosial masyarakat sebagai kader perubahan di masyarakat. 

 

 

3. Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  

 

Kinerja program pada Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  sampai 

dengan triwulan 9 dapat dilihat pada table berikut: 

 

 

Tabel 9 

Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2023 

Pada Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

s.d Triwulan II 

Kode 

Urusan/Bida
ng Urusan 
Pemerintah
an Daerah 

dan 
Program/Ke

giatan 

Indikator Kinerja 
Program/Kegiat

an 

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realisasi Keuangan 

Targe
t 2024 

Targe
t 2023 

Realisasi 
2023 s.d Juni 

2023 
(%)  Pagu  

Realisasi 
2023 s.d 
Juni 2023 

(%
) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
                        

8  
(9) 

(10
) 

2 1
4 

      Urusan 
Pemerintah
an Bidang 
Pengendali
an 
Penduduk 
Dan 
Keluarga 
Berencana 

                

2 1
4 

0
2 

    Program 
Pengendali
an 
Penduduk 

Total Fertility 
Rate (TFR) 

2,10 
Poin 

2,19 
Poin 

                             
-  

        
342.617.51
0  

           
17.428.358  

 
5,0
9  

2 1
4 

0
3 

    Program 
Pembinaan 
Keluarga 
Berencana 
(Kb) 

Persentase 
pasangan usia 
subur (PUS) 
menjadi peserta 
kb aktif 

63,41
% 

62,92
% 

5,00% 7,95    
4.410.184.
881  

         
162.826.422  

 
3,6
9  

2 1
4 

0
4 

    Program 
Pemberday
aan Dan 
Peningkata
n Keluarga 
Sejahtera 
(Ks) 

Cakupan 
Kelompok Bina 
Keluarga yang 
dibina (%) 

71,04
% 

71,04
% 

20,00% 28,15    
2.975.686.
041  
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Dalam program pembinaan keluarga berencana, difokuskan pada persentase Pasangan 

Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB Aktif baru mencapai 5%. Percepatan terhadap 

pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan 

KB sesuai kearifan local dan pendayagunaan tenaga penyuluh KB yang berjumlah 15 orang. 

Pada tahun 2023 semester satu ini Reporting dan Recording masih harus ditingkatkan lagi 

dengan komitmen dari fasilitas-fasilitas kesehatan dalam menyampaikan laporan kedepan.  

 

 

4. Urusan Bidang Tenaga Kerja  

 

Kinerja program pada Bidang Tenaga Kerja  sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada 

table berikut: 

 

 

Tabel 10 

Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2023 

Pada Urusan Wajib Tenaga Kerja 

s.d Triwulan II 

 

 

NO 

Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator 
Kinerja 

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realiasi Keuangan 

Target 
2024 

Target 
2023 

Realisas
i 2023 

s/d Juni 
2023 

(%) Pagu 
Realisasi 

2023 s.d Juni 
2023 

(%) 

1 

Program 
Penempatan 
Tenaga Kerja  

Persentase 
Tenaga Kerja 
yang 
mendapatkan 
Pelayanan 
dan 
Penyediaan 
Informasi 
Pasar Kerja 
Online 

100 100 14.5 14.5 93.229.660 13.500.000 14.48 

2 

Program 
Pelatihan Kerja 
Dan 
Produktifitas 
Tenaga Kerja 

Persentase 
Tenaga Kerja 
yang 
mendapatkan 
Pelatihan 
berbasis 
Kompetensi 

100 100 2.9 2.9 559.667.596 16.113.685 2.88 

 

Secara umum kinerja fisik dan keuangan Urusan Ketenagakerjaan secara berurutan 

masih Sedang dan Sangat Rendah. Yang menjadi perhatian dalam Urusan Ketenagakerjaan 

adalah Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Peningkatan Kesempatan 

Kerja. Sesuai data yang diperoleh, jumlah Angkatan kerja di Kabupaten Sanggau yang 

terdaftar dan ditempatkan sebanyak 185 orang dari target 300 orang. 

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain: Pemerintah Kabupaten Sanggau 

melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus menggiatkan pelatihan-pelatihan kepada 

pencari kerja dalam peningkatan ketrampilan bagi pencari kerja/penganggur sesuai kebutuhan 

dan permintaan pasar 

 

 

5. Urusan Bidang Transmigrasi  

 

Kinerja program pada Bidang Transmigrasi sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada 

table 11 berikut: 

Tabel 11 

Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2023 

Pada Urusan Wajib Transmigrasi 
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s.d Triwulan II 

NO 

Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator 
Kinerja 

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realiasi Keuangan 

Target 
2024 

Target 
2023 

Realisas
i 2023 

s/d Juni 
2023 

(%) Pagu 
Realisasi 

2023 s.d Juni 
2023 

(%) 

1 

Program 
Perencanaan 
Kawasan 
Transmigrasi 

Ketersediaan 
DokumenPemb
angunan  
Kawasan 
Transmigrasi  
yang 
diidenntifikasi 
Penggunaan 
dan Kepemilikan 
tanah untuk 
Pembangunan 
Kawasan 
Transmigrasi 

100 100 27.3 27.3 85.015.359 23.225.536 27.32 

2 

Program 
Hubungan 
Industrial 

Persentase 
hubungan 
industrial yang 
harmonis antara 
perusahaan dan 
pekerja 

100 100 19.6 19.6 238.230.405 46.625.000 19.57 

3 

Program 
Pengembangan 
Kawasan 
Transmigrasi 

Ketersediaan 
Dokumen 
Pengembangan 
Satuan 
Permukiman 
pada Tahap 
kemandirian 

100 100 14.5 14.5 54.983.775 8.000.8000 14.55 

4 

Program 
Pembangunan 
Kawasan 
Transmigrasi 

Ketersediaan 
Dokumen 
Pembangunan 
Kawasan 
Transmigrasi 
dan Kepemilikan 
Tanah untuk 
Pembangunan 
Kawasan 
Transmigrsi 

100 100 0 0 176.388.446 0 0 

 

Pada capaian program bidang transmigrasi, perlu dipertahankan dan ditingkatkan kembali pola 

kemitraan antara masyarakat dan perusahaan tempat bekerja sehingga dapat menghindari 

terjadinya konflik. 

 

 

6. Urusan Bidang Pangan  

 

Kinerja program pada Bidang Pangan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table 

12 berikut: 

 

Tabel 12 

Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2023 

Pada Urusan Wajib Pangan 

s.d Triwulan II 

 

 

NO 

Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator 
Kinerja 

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realiasi Keuangan 

Target 
2024 

Target 
2023 

Realisas
i 2023 

s/d Juni 
2023 

(%) Pagu 
Realisasi 

2023 s.d Juni 
2023 

(%) 

1 

Program 
Pengelolaan 
Sumber Daya 
Ekonomi Untuk 
Kedaulatan Dan 
Kemandirian 
Pangan 

Prosentase 
ketersediaan 
lumbung 
pangan (%) 

 14,79 7,45  
                             

49.539.548  
                        

2.950.000  
5,95 
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NO 

Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator 
Kinerja 

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realiasi Keuangan 

Target 
2024 

Target 
2023 

Realisas
i 2023 

s/d Juni 
2023 

(%) Pagu 
Realisasi 

2023 s.d Juni 
2023 

(%) 

2 

Program 
Peningkatan 
Diversifikasi Dan 
Ketahanan 
Pangan 
Masyarakat  

 

Ketersediaan 

pangan strategis 

 110,00 75,00  
                           

646.404.265  
                    

146.639.560  
22,69 

3 

Program 
Penanganan 
Kerawanan 
Pangan 

Prosentase 
Penurunan 
desa rentan 
pangan 

 24,85 10,00  
                           

224.847.987  
                      

19.515.000  
8,68 

 

Program 
Pengawasan 
Keamanan 
Pangan 

Prosentase 
kecamatan 
yang diambil 
sampel pangan 
segar asal 
tumbuhan 
untuk diuji 

 100,00 100,00  
                           

141.207.692  
                        

9.550.000  
6,76 

 

Kinerja Urusan Pangan sudah baik. Namun demikian jumlah desa rentan pangan di 

Kabupaten Sanggau meningkat 10,5% atau 4 desa dari 38 desa di 2021 menjadi 42 desa di 

2022. Hal ini berimbas pada desa aman pangan, juga terjadi penurunan dari 131 di tahun 2021 

menjadi 127 desa di tahun 2022. 

Upaya yang perlu dilakukan adalah memberikan informasi tentang pentingnya konsumsi 

pangan yang beragam dan seimbang, serta Gerakan optimalisasi pemanfaatan pekarangan 

maupun gerakan untuk mencintai pangan local. Di setiap wilayah kecamatan, berupaya 

membentuk kader ketahanan pangan sebagai pendamping penyuluh pertanian. 

 

 

7. Urusan Bidang Lingkungan Hidup  

 

Kinerja program pada Bidang Lingkungan Hidup sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat 

pada table 13 berikut: 

 

Tabel 13 

Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2023 

Pada Urusan Wajib Lingkungan Hidup 

s.d Triwulan II 

 

 

NO 

Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator 
Kinerja 

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realiasi Keuangan 

Target 
2024 

Target 
2023 

Realisas
i 2023 

s/d Juni 
2023 

(%) Pagu 
Realisasi 

2023 s.d Juni 
2023 

(%) 

1 

 
Perencanaan 
Lingkungan 
Hidup 

Ketersedia
an 
Dokumen 
Perencana
an 
Lingkungan 
Hidup 

100 100 20 20 268.428.000 0  

3 

Pengendalian 
Pencemaran 
Dan/Atau 
Kerusakan 
Lingkungan 
Hidup 

Terpenuhin
ya 
Komitmen 
Izin sesuai 
persyaratan 
dan 
ketentuan 
pengukuran 

100 100 60 60 219.968.200 96.286.003  
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NO 

Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator 
Kinerja 

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realiasi Keuangan 

Target 
2024 

Target 
2023 

Realisas
i 2023 

s/d Juni 
2023 

(%) Pagu 
Realisasi 

2023 s.d Juni 
2023 

(%) 

kualitas air 
dan udara 
ambient 

 

Pengelolaan 
Keanekaraga
man Hayati 
(Kehati) 

Cakupan 
Pengelolaa
n 
Keanekara
gaman 
Hayati 

100 100 60 60 1.649.618.067 793.306.690  

 

Pengendalian 
Bahan 
Berbahaya 
Dan Beracun 
(B3) Dan 
Limbah 
Bahan 
Berbahaya 
Dan Beracun 
(Limbah B3) 

Terpenuhin
ya 
Komitmen 
Izin Limbah 
B3 sesuai 
persyaratan 
dan 
ketentuan 

100 100 75 75 58.344.632 25.817.270  

 

Pembinaan 
Dan 
Pengawasan 
Terhadap Izin 
Lingkungan 
Dan Izin 
Perlindungan 
Dan 
Pengelolaan 
Lingkungan 
Hidup (Pplh) 

Terbinanya 
Usaha/Kegi
atan sesuai 
peringkat 
PROPER 
(Penilaian 
Kinerja 
Pengelolaa
n 
Lingkungan
) 

100 100 60 60 150.109.150 64.620.810  

 

Pengakuan 
Keberadaan 
Masyarakat 
Hukum Adat 
(Mha), 
Kearifan 
Lokal Dan 
Hak Mha 
Yang Terkait 
Dengan Pplh 

Persentase 
PPLH yang 
dilaksanank
an oleh 
MHA 

100 

100 

30 30 23.886.860 0  

 

Penanganan 
Pengaduan 
Lingkungan 
Hidup 

Persentase 
Pengaduan 
Masyarakat 
yang 
Ditangani  

100 

100 

30 30 59.887.740 10.108.200  

 

Pengelolaan 
Persampaha
n 

Persentase 
Volume 
Timbulan 
Sampah 
yang 
Ditangani  

100 100 55 55 2.367.776.579 1.109.137.816  

 

Kinerja Urusan Lingkungan Hidup pada triwulan II masih rendah, dengan rata-rata 

capaian 30%. Namun demikian beberapa komponen pengukuran indicator di Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau sudah tercapai. Komponen pengukuran tersebut 

adalah : 

1. Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sanggau dalam katagori memenuhi baku mutu 

2. Seluruh perusahaan sudah menerapkan penyediaan LB3 
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3. Pelaku usaha sudah menerapkan izin PPLH PUU LH 

4. PPLH sudah dilaksanakan oleh MHA 

5. Sudah terpenuhinya pelayanan pengelolaan sampah di seluruh wilayah Kabupaten 

Sanggau 

 

 

8. Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

 

Kinerja program pada Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai 

dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table 8 berikut: 

 

 

Tabel 8 

Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2023 

Pada Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

s.d Triwulan II 

KODE 
PROGRAM/KEGIATAN/Sub 

Kegiatan 
Indikator 
Kinerja 

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realisasi Keuangan 

TARG
ET 

2024 

TAR
GET 
2023 

Rea
lisa
si 

(%) Pagu Realisasi (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2     

URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG TIDAK 
BERKAITAN DENGAN 
PELAYANAN DASAR   

              

2 
1
2 

0
2     

Program Pendaftaran 
Penduduk 

Cakupan 
kepemilikan 
dokumen 
Kependudukan 

 84 
doku
men  

 84 
doku
men  

 42 
dok
um
en  

50%  Rp      
505.376.05
0  

 Rp      
224.649.354  

44,4
5 

2 
1
2 

0
3 

    Program Pencatatan Sipil 

 

Cakupan 
kepemilikan 
dokumen 
Pencatatan Sipil 
 

 72 
doku
men  

 72 
doku
men  

 36 
dok
um
en  

50%  Rp      
551.167.12
4  

 Rp      
245.771.984  

44,5
9 

2 
1
2 

0
4 

    
Program Pengelolaan 
Informasi Administrasi 
Kependudukan 

Persentase 
data 
kependudukan 
yang 
dimanfaatkan 
Perangkat 
Daerah  

 36 
doku
men  

 36 
doku
men  

 23 
dok
ume

n  

64%  Rp      
167.608.74
5  

 Rp     
30.357.680  

77,7
7 

2 
1
2 

0
5 

    
Program Pengelolaan 
Profil Kependudukan 

Ketersediaan 
data 
kependudukan 

1 
doku
men 

1 
doku
men 

1 
dok
um
en 

100
% 

 Rp      
40.605.090  

 Rp     
37.331.710  

91,9
4 

 

Capaian urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan 

triwulan 2 ini yang masih perlu mendapatkan perhatian adalah pada program pengelolaan 

informasi administrasi dimana indicator nya adalah persentase data kependudukan yang 

dimanfaatkan perangkat daerah. Hal ini terkait dengan perangkat daerah yang melaksanakan 

PKS dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal pemanfaatan data 

penduduk dan sampai dengan tahun 2022 baru 6 perangkat daerah yang memnafaatkannya. 

 

 

9. Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 

 

Kinerja program pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sampai dengan triwulan 

2 dapat dilihat pada table 9 berikut: 

 

Tabel 9 

Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2023 

Pada Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa 

s.d Triwulan II 
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NO 

Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator 
Kinerja 

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realiasi Keuangan 

Target 
2024 

Target 
2023 

Realisas
i 2023 

s/d Juni 
2023 

(%) Pagu 
Realisasi 

2023 s.d Juni 
2023 

(%) 

1 
Program Penataan 
Desa 

Persentase 
desa yang 
tertata 

 40 40 40 283.773.736 110.715.424 39.02 

2 
Program 
Peningkatan 
Kerjasama Desa 

Persentse 
Bumdes aktif  76.19 39 51.1 109.919.603 42.405.980 38.58 

 

 

Pada Bidang ini capaian program yang perlu mendapatkan perhatian adalah Program 

Penataan Desa dimana permasalahan yang dihadapi adalah terkait dengan belum lengkapnya 

dokumen usulan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat sehingga belum bisa diusulkan. 

Pada Program Peningkatan Kerjasama Desa, pembentukan BUMdesa Bersama masih ada 

masalah karena pengelola kegiatan DBM eks PNPM MPD belum mendapatkan status Badan 

Hukum BUMdesa. Terhadap permasalahan ini akan terus dilakukan fasilitasi lebih lanjut 

sehingga dapat tercapai target yang ditetapkan. 

 

 

10. Urusan Pemerntahan Bidang Perhubungan 

 

Kinerja program pada Bidang Perhubungan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada 

table 10 berikut: 

 

Tabel 10 

Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2023 

Pada Urusan Wajib Perhubungan 

s.d Triwulan II 

 

Kode 
Rekeni

ng 

Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator 
Kinerja 

Program 
(Outcome) 

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realisasi Keuangan 

Targ
et 

2024 

Targ
et 

2023 

Realisa
si 2023 

s.d 
Juni 
2023 

% Pagu 
Realisasi 
2023 s.d 

Juni 2023 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Urusan 
Pemerintahan 
Wajib Yang 
Tidak 
Berkaitan 
Dengan 
Pelayanan 
Dasar 

                

2.15.02 Program 
Penyelenggara
an Lalu Lintas 
Dan Angkutan 
Jalan (Llaj) 

Meningkatny
a 
Keselamata
n Berlalu 
Lintas 

100 100 47,26 47,2
6 

         
6.429.350.28
1  

         
2.982.183.09
9  

46,3
8 

2.15.03 Program 
Pengelolaan 
Pelayaran 

Meningkatny
a 
Keselamata
n Pelayaran 

100 100 70,00 70,0
0 

            
434.028.063  

            
138.462.684  

31,9
0 

J U M LA H    T O T A L         
      
16.165.641.8
46  

         
7.138.879.50
6  

44,1
6 
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Di Bidang Perhubungan mengakomodir Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (LLAJ). Belum terpenuhinya perlengkapan jalan yang berkeselamatan pada 

jalan kabupaten maupun kecamatan di Kabupaten Sanggau. Target pemasangan PJU pada 

tahun 2023 sebanyak 578 unit dengan anggaran sebesar Rp. 2.412.702.660. 

 

 

11. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika  

 

 

Kinerja program pada Bidang Komunikasi dan Informatika sampai dengan triwulan 2 

dapat dilihat pada table 11 berikut: 

 

 

Tabel 11 

Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2023 

Pada Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika 

s.d Triwulan II 

 

Nom
or 

Bidang 
Urusan 

Pemerinta
han dan 
Program 
Prioritas 

Pembangu
nan 

Indikator Kinerja 

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realisasi Keuangan 

Target 
2024 

Target 
2023 

Realis
asi 

2023  
s.d 

Juni 
2023 

(%) Pagu 
Realisasi 2023 
s.d Juni 2023 

(%) 

I Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 

1. Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintah
an Daerah 
Kab/Kota 

Ketersediaan 
layanan umum 
penunjangpemerint
ahan bidang 
urusan komunikasi 
dan informatika, 
statistik serta 
persandian 

100 100 41,58 41,5
8 

     
4.385.511.670,

00  

     
1.857.694.498,

00  

42,3
6 

2. Program 
Informasi 
dan 
Komunikasi 
Publik 

Ketersediaan 
Informasi Publik 
(%) 

100 100 93,17 93,1
7 

     
1.364.842.821,
00  

        
255.227.182,00  

18,7
0 

3. Program 
Aplikasi 
Informatika 

Ketersediaan data 
dan informasi 
terhadap Standar 
Minimal Portal 

100 100 74 74,0
0 

     
1.953.610.659,
00  

        
485.152.454,00  

24,8
3 

 

Pada Bidang Komunikasi dan Informatika sudah terdapat beberapa komponen belanja 

di sub kegiatan Layanan Hubungan Media yang belum dapat dilaksanakan terkait dengan 

MOU Bupati dengan media dan PKS Diskominfo dengan media. 

 

 

12. Urusan Bidang Statistik 

 

Kinerja program pada Bidang Statistik sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada table 

12 berikut: 

 

Tabel 12 

Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2023 

Pada Urusan Wajib Statistik 

s.d Triwulan II 

 

 

Nom
or 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 

Indikator 
Kinerja 

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realisasi Keuangan 
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Program Prioritas 
Pembangunan 

Target 
2024 

Target 
2023 

Reali
sasi 
2023  
s.d 

Juni 
2023 

(
%
) 

Pagu 
Realisasi 

2023 s.d Juni 
2023 

(%) 

II Urusan Pemerintahan 
Bidang Statistik       

  

        

1. Program Penyelenggaraan 
Statistik Sektoral 

Ketersedi
aan 
Statistik 
Sektoral 
(%) 

100 100 89 8
9 

          
51.987.775,00  

          
13.864.500,00  

26,
67 

 

Di Bidang Statistik, capaian Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pelaksanaan Rapat 

Koordinasi Forum SDI serta Rapat Evaluasi belum sepenuhnya dilakukan 

13. Urusan Bidang Persandian  

 

Kinerja program pada Bidang Persandian sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada 

table 13 berikut: 

 

Tabel 13 

Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2023 

Pada Urusan Wajib Persandian 

s.d Triwulan II 

 

Nom
or 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan Program 

Prioritas Pembangunan 

Indikato
r Kinerja 

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realisasi Keuangan 

Target 
2024 

Target 
2023 

Reali
sasi 
2023  
s.d 

Juni 
2023 

(%) Pagu 
Realisasi 

2023 s.d Juni 
2023 

(%) 

III Urusan Pemerintahan 
Bidang Persandian 

                

1. Program Penyelenggaraan 
Persandian Untuk 
Pengamanan Informasi 

Ketersed
iaan 
Pedoma
n 
Informasi 
Pemerint
ah 
Daerah 
(%) 

100 100 64,86 64,
86 

          
77.596.880,0
0  

          
48.759.002,0
0  

62,
84 

 

 

Di Bidang Persandian, capaian Program Penyelengagraan Persandian untuk 

Pengamanan Informasi karena Penerapan TTE belum efektif mengingat belum ditetapkannya 

Perkada terkait Tata Naskah Dinas. 

 

 

14. Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

 

Kinerja program pada Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan 

triwulan 2 dapat dilihat pada table 14 berikut: 

 

Tabel 14 

Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2023 

Pada Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

s.d Triwulan II 

 

 



I- 22 
 

No. 

Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator 
Kinerja 

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realisasi Keuangan 

Target 
2024 

Target 
2023 

Realisasi 
2023 s/d 
Juni 2023 

 ( % ) Pagu 
Realisasi 2023 
s/d Juni 2023 

 ( % ) 

                    

1. 

Urusan 
Pemerintahan 
Wajib Yang 
Tidak Berkaitan 
Dengan 
Pelayanan 
Dasar 

          
    
5.887.873.833  

    
2.600.467.112  

44,17 

1.1. 

Urusan 
Pemerintahan 
Bidang 
Koperasi, Usaha 
Kecil Dan 
Menengah 

          
    
5.202.552.477  

    
2.426.058.014  

46,63 

1.1.2. Program 
Pengawasan dan 
Pemeriksaan 
Koperasi 

Persentase 
Koperasi yang 
dibina (%) 

66,84 66,84 15,22 43,89           
98.698.400  

          
43.317.000  

43,89 

1.1.3. Program 
Penilaian 
Kesehatan KSP / 
USP Koperasi 

Persentase 
Koperasi yang 
dibina (%) 

66,84 66,84 30,34 22,03           
31.599.330  

            
6.960.000  

22,03 

1.1.4. Program 
Pendidikan dan 
Pelatihan 
Perkoperasian 

Persentase 
Pengurus dan 
Pengawas 
Koperasi serta 
Pelaku Usaha 
Mikro terlatih 
(%) 

7,50 7,50 2,89 25,89        
420.367.940  

        
108.842.098  

25,89 

1.1.5. Program 
Pemberdayaan 
Usaha 
Menengah, 
Usaha Kecil, dan 
Mikro (UMKM) 

Persentase 
Usaha Mikro 
yang dibina 
(%) 

24,00 24,00 21,14 11,35        
134.655.686  

          
15.290.000  

11,35 

 

 

Pada Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ini masih terus 

dilaksanakan kegiatan pembinaan dilapangan dan pengawasan terhadap kelembagaan 

perkoperasian dan usaha mikro. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi prioritas 

pengembangan untuk meningkatkan usaha perekonomian masyarakat. Eksisting UMKM di 

Kabupaten Sanggau saat ini berjumlah 3.190 untuk usaha mikro, 273 untuk UMKM kecil dan 

43 untuk UMKM menengah. 

 

 

15. Urusan Bidang Penanaman Modal  

 

Kinerja program pada Bidang Penanaman Modal sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat 

pada table 15 berikut: 

 

Tabel 15 

Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2023 

Pada Urusan Wajib Penanaman Modal 

s.d Triwulan II 

 

No
. 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator 
Kinerja 

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realisasi Keuangan 

Target  Target  Realisa
si 2023 
s.d. Juni 

2023 

% Pagu 
Realisasi 2023 
s.d. Juni 2023 

% 
2024 2023 

1 

Program 
Pengembangan Iklim 
Penanaman Modal 

Persentase 
ketersediaan 
informasi 
penanaman 
modal 

75 70 

     

0 0 35.096.810 0 0 
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No
. 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator 
Kinerja 

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realisasi Keuangan 

Target  Target  Realisa
si 2023 
s.d. Juni 

2023 

% Pagu 
Realisasi 2023 
s.d. Juni 2023 

% 
2024 2023 

2 
Program Promosi 
Penanaman Modal 

Persentase 
keikutsertaa
n dalam 
kegiatan 
promosi 
penanaman 
modal 

75 70 4.33 6.19 177.649.338 5.400.000 3.04 

3 Program Pelayanan 
Penanaman Modal 

Persentase 
layanan 
perizinan 
dan 
nonperizinan 
tepat waktu 

95 90 

     

43.10 
47.8

9 
366.582.303 158.270.218 

43.1
7 

4 Program 
Pengendalian 
Pelaksanaan 
penanaman Modal 

Persentase 
perusahaan 
yang 
menyampaik
an LKPM 

85 85 

     

27.56 
32.4

2 
417.024.109 103.069.616 

24.7
2 

5 

Program 
Pengelolaan Data 
dan Sistem Informasi 
Penanaman Modal 

Persentase 
ketersediaan 
data dan 
informasi 
perizinan 
dan non 
perizinan 
yang 
terintegrasi 

85 90 0 0 21.945.598 0  

 

Di Bidang Penanaman Modal ini yang menjadi perhatian adalah memperbanyak materi 

promosi dan mengencarkan kegiatan-kegiatan promosi terhadap iklim investasi dan perizinan 

sehingga para investor mudah untuk mendapatkan informasi. 

 

 

16. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga  

 

Kinerja program pada Bidang Kepemudaan dan Olah raga sampai dengan triwulan 2 

dapat dilihat pada table 16 berikut: 

 

Tabel 16 

Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2023 

Pada Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga 

s.d Triwulan II 

 

No
. 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator 
Kinerja 

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realisasi Keuangan 

Target  Target  Realisa
si 2023 
s.d. Juni 

2023 

% Pagu 
Realisasi 2023 
s.d. Juni 2023 

% 
2024 2023 

1 

Program 
Pengembangan 
Kapasitas Daya 
Saing Kepemudaan 

Persentase 
Pemuda dan 
Organisasi 
Kepemudaa
n yang 
Ditingkatkan 
Kapasitasny
a 

100 100 51.15  51.1
5 

     
4.432.886.275  

         
385.192.818  8,69 

  

        

2 Program 
Pengembangan 
Kapasitas 
Kepramukaan 

Persentase 
Fasilitasi 
Kepramukaa
n yang 
dilaksanaka
n 

100 100 50 50,0
0 

     
1.483.793.066  

         
437.447.600  

29,4
8 
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No
. 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator 
Kinerja 

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realisasi Keuangan 

Target  Target  Realisa
si 2023 
s.d. Juni 

2023 

% Pagu 
Realisasi 2023 
s.d. Juni 2023 

% 
2024 2023 

3 Program 
Pengembangan 
Kapasitas Daya 
Saing Keolahragaan 

Persentase 
Atlet, 
Tenaga 
Keolahragaa
n dan 
Organisasi 
Keolahragaa
n yang 
Ditingkatkan 
Kapasitasny
a 

75 85  37.82 37.8
2 

     
7.648.839.802  

      
3.084.846.226  

40,3
3 

  

  

      

 

Pada Bidang Kepemudaan dan Olahraga Program Pengembangan Kapasitas Daya 

Saing Keolahragaan yang memerlukan perhatian lebih dalam proses dikeuangan mengingat 

baru terserap 8,69%. Sementara untuk kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang disusun.  

 

 

17. Urusan Pemerntahan Bidang Perpustakaan  

 

Kinerja program pada Bidang Perpustakaan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada 

table 16 berikut: 

 

Tabel 17 

Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2023 

Pada Urusan Wajib Perpustakaan 

s.d Triwulan II 

 

No
. 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator 
Kinerja 

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realisasi Keuangan 

Target  Target  Realisa
si 2023 
s.d. Juni 

2023 

% Pagu 
Realisasi 2023 
s.d. Juni 2023 

% 
2024 2023 

1 

Program Pembinaan 
Perpustakaan 

Persentase 
Penggunaan 
Koleksi 
Perpustakaa
n Daerah 

15 15 1.80 12.0
3 

4.160.356.562 469.364.335 11.2
8 

     

2 Program Pelestarian 
Koleksi Nasional dan 
Naskah Kuno 

Persentase 
Peningkatan 
Pelestarian 
Bahan 
Pustaka dan 
Naskah 
Kuno 

20 20 0 0 39.249.270 0 0 

     

 

Pada Bidang Perpustakaan, capaian rata-rata Program Pembinaan Perpustakaan baru 

tercapai 6.015%, hal ini dikarenakan koleksi-koleksi perpustakaan daerah belum banyak di 

manfaatkan oleh masyarakat. Di Kabupaten Sanggau sendiri kegiatan peningkatan minat baca 

dan tulis sudah dilaksanakan dengan program Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) 

pada tahun 2022 lalu. Sementara jumlah pengunjung perpustakaan daerah sampai dengan 

akhir tahun 2022 lalu sebanyak 2.557 orang. 

 

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 

18. Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan 
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Kinerja program pada Bidang Kelautan dan Perikanan sampai dengan triwulan 2 dapat 

dilihat pada table  18 berikut: 

 

Tabel 18 

Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2023 

Pada Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 

s.d Triwulan II 

 

No
. 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator 
Kinerja 

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realisasi Keuangan 

Target  Target  Realisa
si 2023 
s.d. Juni 

2023 

% Pagu 
Realisasi 2023 
s.d. Juni 2023 

% 
2024 2023 

1 

program 
Pengelolaan 
Perikanan Tangkap 

Pertumbuha
n produksi 
perikanan 
tangkap 

10 9 4.20 46.6
6 

326.032.580 142.476.694 43.7
0 

 

Program 
Pengelolaan 
Perikanan Budidaya 

Pertumbuna
n produksi 
perikanan 
budidaya 

3.12 2.84 0.32 11.1
3 

2.850.714.268 40.422.700 1.42 

 

Program 
Pengolahan dan 
Pemasaran Hasil 
Perikanan 

Peningkatan 
konsumsi 
ikan 

17.14 22.86 11.37 49.7
4 

48.212.192 10.275.000 21.3
1 

 

Pada Bidang Kelautan dan Perikanan, yang perlu ditingkatkan adalah konsumsi ikan 

perkapita dimana pada tahun 2022, kabupaten Sanggau baru mencapai 39.27 kg/kapita/tahun 

masih jauh dari standar nasional sebesar 56.48 kg/kapita/tahun. Program Gerakan Makan Ikan 

(Gemarikan) perlu digalakan Kembali. 

 

 

 

19. Urusan Bidang Pertanian  

 

Kinerja program pada Bidang Pertanian sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada 

table  19 berikut: 

 

 

Tabel 19 

Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2023 

Pada Urusan Pilihan Bidang Pertanian 

s.d Triwulan II 

N
o 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembanguinan  

Indikator Kinerja 

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realiasasi Keuangan 

Target 
2024 

Target 
2023 

Realiasa
si 2023 
s.d Juni 

2023 

(%
) 

Pagu 
Realiasasi 
2023 s.d 

Juni 2023 
(%) 

2 
Urusan Pemerintah 
Pilihan  

                  

  
- Bidang Urusan 

Pemerintahan 
Bidang Pertanian 

                  

    

- Program 
Penyediaan 
dan 
Pengembanga
n Sarana 
Pertanian  

- Persentase 
Penyediaan 
Benih 
Tanaman 
Perkebunan 

62 % 65 % 36,36 %    Rp      
93.734.296  

 Rp      
41.918.460  

44,7
2 
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N
o 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembanguinan  

Indikator Kinerja 

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realiasasi Keuangan 

Target 
2024 

Target 
2023 

Realiasa
si 2023 
s.d Juni 

2023 

(%
) 

Pagu 
Realiasasi 
2023 s.d 

Juni 2023 
(%) 

     

  - 

Persentase 
Pengembang
an Tanaman 
Perkebunan 

89.70 
% 

82.68 
% 

73,81 %    Rp      
53.734.344  

 Rp      
28.809.680  

53,6
2 

        

- Persentase 
Pertumbuhan 
Populasi 
Ternak 

60 % 57 % 51,73 %    
Rp1.752.273.8

68  

 Rp    
528.234.150  

30,1
5 

3 
Urusan Pemerintah 
Pilihan  

                  

  

- Bidang Urusan 
Pemerintahan 
Bidang Pertanian 

                  

    

- Program 
Penyediaan 
dan 
Pengembanga
n Prasarana 
Pertanian  

- 

Persentase 
Penyediaan 
Data 

100 % 100 % 50 % 

  

 Rp    
120.698.839  

 Rp      
51.185.404  

42,4
1 

     

  - 
Persentase 
Usaha 
Perkebunan 
yang 
dipetakan 

70 % 65 % 79,09 % 

  

 Rp    
115.458.900  

 Rp      
51.743.292  

44,8
2 

     

  - Persentase 
Peningkatan 
Produksi 
Tanaman 
Perkebunan 

70 % 65 %  81,16 % 

  

 
Rp3.139.629.1

60  

 Rp 
1.094.439.8

60  

34,8
6 

4 
Urusan Pemerintah 
Pilihan  

                  

  
- Bidang Urusan 

Pemerintahan 
Bidang Pertanian 

                  

    

- Program 
Pengendalian 
Kesehatan 
Hewan dan 
Kesehatan 
Masyarakat 
Veteriner 

- 

Persentase 
Pengendalian 
Kesehatan 
Hewan 

100 % 99 % 99.88 %    Rp    
476.232.111  

 Rp    
297.363.400  

62,4
4 

      

  - 

Persentase 
Usaha 
Peternakan 
yang dibina 

98 % 96 % 54,14 %    Rp    
119.802.530  

 Rp      
69.694.312  

58,1
7 

5 
Urusan Pemerintah 
Pilihan  

                  

  

- Bidang Urusan 
Pemerintahan 
Bidang Pertanian 

                  

    

- Program 
Pengendalian 
dan 
Penanggulang
an Bencana 
Pertanian 

- 
Persentase 
Usaha 
Perkebunan 
yang di 
lindungi 

55 % 53 % 26,66 %    Rp      
87.961.860  

 Rp      
34.891.460  

39,6
7 

6 
Urusan Pemerintah 
Pilihan  

    
              

  

- Bidang Urusan 
Pemerintahan 
Bidang Pertanian 

    

              

    

- Program 
Perizinan 
Usaha 
Pertanian 

- 

Persentase 
Usaha 
Perkebunan 
yang di bina 

100 % 100 % 50%    Rp    
143.717.264  

 Rp      
52.967.230  

36,8
6 
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N
o 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembanguinan  

Indikator Kinerja 

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realiasasi Keuangan 

Target 
2024 

Target 
2023 

Realiasa
si 2023 
s.d Juni 

2023 

(%
) 

Pagu 
Realiasasi 
2023 s.d 

Juni 2023 
(%) 

6 
Urusan Pemerintah 
Pilihan  

    
              

  
- Bidang Urusan 

Pemerintahan 
Bidang Pertanian 

    
              

    

- Program 
Penyuluhan 
Pertanian 

- Persentase 
Lembaga 
Ekonomi 
Masyarakat 
(LEM) yang 
dibina 

60 % 60 % 60 %    Rp    
184.004.870  

 Rp      
83.778.422  

45,5
3 

 

Capaian kinerja program Bidang Pertanian sampai dengan Triwulan 2 sudah berjalan sesuai dengan 

jadwal yang disusun. 

 

20. Urusan Bidang Perdagangan  

 

Kinerja program pada Bidang Perdagangan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada 

table 20 berikut: 

 

 

Tabel 20 

Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2023 

Pada Urusan Pilihan Bidang Perdagangan 

s.d Triwulan II 

No. 

Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator 
Kinerja 

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realisasi Keuangan 

Target 
2024 

Target 
2023 

Realisasi 
2023 s/d 

Juni 
2023 

 ( % ) Pagu 
Realisasi 2023 
s/d Juni 2023 

 ( % ) 

2. URUSAN 
PEMERINTAHA
N PILIHAN 

          
       
790.576.057  

        
295.883.859  

37,43 

2.1. URUSAN 
PEMERINTAHA
N BIDANG 
PERDAGANGA
N 

          

       
532.885.554  

        
158.085.821  

29,67 

2.1.1
. 

Program 
Perizinan dan 
Pendaftaran 
Perusahaan 

Persentase 
Gudang yang 
teregistrasi  

56,07 56,07 24,74 22,6
6 

          
19.761.840  

            
4.479.000  

22,66 

2.1.2
. 

Program 
Peningkatan 
Saranan 
Distribusi 
Perdagangan 

Daya 
tampung 
pasar 
terhadap 
pedaganag 
(%) 

95,45 95,45 34,87 27,3
7 

       
200.303.000  

          
54.817.850  

27,37 

2.1.3
. 

Prgram 
Stabilitas Harga 
Barang 
Kebutuhan 
Pokok dan 
Barang Penting 

Ketersediaan 
Informasi 
Harga 
Barang 
Kebutuhan 
Pokok dan 
Barang 
Penting (%) 

100 100 50,56 50,5
6 

       
102.769.870  

          
51.959.962  

50,56 

2.1.4
. 

Program 
Pengembangan 
Ekspor 

Pertumbuhan 
Nilai Ekspor 
(%) 

3,00 3,00 0,39 8,83           
36.862.175  

            
3.253.500  

8,83 

2.1.5
. 

Program 
Standardisasi 
dan 
Perlindusngan 
Konsumen 

Cakupan Alat 
UTTP yang 
ditera dan 
ditera ualang 
(%) 

41,44 41,44 14,71 28,1
6 

       
128.689.689  

          
36.234.718  

28,16 

2.1.6
. 

Program 
Penggunaan 
dan Pemasaran 

Ketersediaan 
Data UDKM 
(%) 

100 100 16,50 16,5
0 

          
44.498.980  

            
7.340.791  

16,50 
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No. 

Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator 
Kinerja 

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realisasi Keuangan 

Target 
2024 

Target 
2023 

Realisasi 
2023 s/d 

Juni 
2023 

 ( % ) Pagu 
Realisasi 2023 
s/d Juni 2023 

 ( % ) 

Produk Dalam 
Negeri 

 

Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pilihan 

Perdagangan adalah sebagai berikut: 

a. Masih lemahnya kegiatan promosi produk dan rendahnya .daya saing produk oleh 

pelaku usaha di Kabupaten Sanggau.  

b. Kurang terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana pasar tradisional,  

c. Banyaknya PKL yang menempati daerah larangan 

d. Kurangnya SDM Penera, dimana Kabupaten Sanggau baru memilik 1 (satu) orang 

tenaga Penera. 

 

Rencana tindak lanjut terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan 

Perdagangan adalah sebagai berikut : 

a. Memperbanyak kegiatan pameran serta pemanfaatan teknologi dalam mempromosikan 

produk, serta meningkatkan kualitas produk melalui pelatihan. 

b. Pembangunan, revitalisasi dan pemeliharaan serta peningkatan pengelolaan pasar 

tradisional. 

 

 

21. Urusan Pemerntahan Bidang Perindustrian  

 

Kinerja program pada Bidang Perindustrian sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada 

table 21 berikut: 

 

Tabel 21 

Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2023 

Pada Urusan Pilihan Bidang Perindustrian 

s.d Triwulan II 

No. 

Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator 
Kinerja 

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realisasi Keuangan 

Target 
2024 

Target 
2023 

Realisasi 
2023 s/d 
Juni 2023 

 ( % ) Pagu 
Realisasi 2023 
s/d Juni 2023 

 ( % ) 

                    

1. 

URUSAN 
PEMERINTAH
AN WAJIB 
YANG TIDAK 
BERKAITAN 
DENGAN 
PELAYANAN 
DASAR 

          
    
5.887.873.833  

    
2.600.467.112  

44,1
7 

2.2 URUSAN 
PEMERINTAH
AN BIDANG 
PERINDUSTRI
AN 

                 
257.690.503  

        
137.798.038  

53,4
7 

2.2.
1 

Program 
Perencanaan 
dan 
Pembangunan 
Industri 

Ketersediaan 
Dokumen 
Perencanaan 
dan 
Pembanguna
n Industri (%) 

100 100 55,75 55,75        
166.913.412  

          
93.055.298  

55,7
5 

2.2.
2 

Program 
Pengendalian 
Izin Usaha 
Industri 

Ketersediaan 
Dokumen 
Perencanaan 
dan 
Pembanguna
n Industri (%) 

100 100 35,54 35,54           
51.108.738  

          
18.165.440  

35,5
4 
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No. 

Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator 
Kinerja 

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realisasi Keuangan 

Target 
2024 

Target 
2023 

Realisasi 
2023 s/d 
Juni 2023 

 ( % ) Pagu 
Realisasi 2023 
s/d Juni 2023 

 ( % ) 

2.2.
3 

Program 
Pengelolaan 
Sistem 
Informasi 
Industri 
Nasional 

Ketersediaan 
Informasi 
Industri (%) 

100 100          
67,00  

   
67,00  

          
39.668.353  

          
26.577.300  

67,0
0 

 

Permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Pilihan Perindustrian adalah sebagai berikut 

:  

a. Produk-produk industry kecil dan menengah belum mampu masuk ke sejumlah pasar 

modern, hal ini disebabkan karena masih terganjal dengan legalitas produk, sertifikasi 

terutama produk makanan dan minuman. 

b. Kapasitas yang dihasilkan masih belum mampu memenuhi permintaan pasar. 

 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM 

terus berupaya memfasilitasi mulai dari izin usaha, izin edar, kualitas produk dan membangun 

kerjasama dengan pasar tradisional.  

 

 

22. Urusan Pemerntahan Bidang Pariwisata  

 

Kinerja program pada Bidang Periwisata sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada 

table 22 berikut: 

 

 

Tabel 22 

Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2023 

Pada Urusan Pilihan Bidang Pariwisata s.d Triwulan II 

 

N
o. 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan Program 

Prioritas Pembangunan 
Indikator Kinerja 

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realisasi Keuangan 

Targ
et  

Target  
Reali
sasi 
2023 
s.d. 
Juni 
2023 

% Pagu 
Realisasi 2023 
s.d. Juni 2023 

% 
202
4 

2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
Urusan Pemerintahan Bidang 
Pariwisata           

     
3.313.692.446  

      
1.073.910.114  

32,41 

1 Program Peningkatan Daya 
Tarik Destinasi Pariwisata 

Persentase Destinasi  
Pariwisata yang dibina/ 
difasilitasi 

68 66 20 
  

        
899.905.534  

         
212.528.164  

23,62 

          

2 Program Pemasaran 
Pariwisata 

Persentase Promosi 
Pariwisata Daerah 

60 58,33             
290.944.191  

         
184.279.750  

63,34 

3 Program Pengembangan 
Sumber Daya Pariwisata Dan 
Ekonomi Kreatif 

Persentase SDM 
Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif yang dibina 

65 60   0,00      
2.122.842.721  

         
677.102.200  

31,90 

          

 

Kinerja Pemerintahan Bidang Pariwisata samapai dengan triwulan II masih berjalan 

sesuai dengan rencana yang disusun, namun dalam perkembangannya Urusan Pariwisata 

perlu mendapat perhatian karena menjadi bagian dalam meningkatkan investasi. Beberapa 

permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Pariwisata, yaitu :  

a. Fasilitas dan kualitas prasarana di obyek wisata masih kurang lengkap, termasuk 

petunjuk arah menuju obyek wisata.  

b. Promosi pariwisata (paket wisata) masih kurang. 
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Rencana tindak lanjut dalam mengatasi permasalahan Urusan Pariwisata yaitu : 

Meningkatkan kualitas dan melengkapi fasilitas dan kualitas sarana prasarana di obyek wisata, 

serta petunjuk arah menuju obyek wisata.  

a. Meningkatkan promosi pariwisata dengan para pelaku wisata.  

b. Meningkatkan pertemuan secara intensif dengan para pelaku wisata dengan 

meningkatkan pembinaan kepada Kelompok Sadar Wisata.  

 

 

 

23. Urusan Pemerntahan Bidang Kearsipan 

 

Kinerja program pada Bidang Periwisata sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada 

table 23 berikut: 

 

 

Tabel 23 

Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2023 

Pada Urusan Pilihan Bidang Kearsipan 

s.d Triwulan II 

No. 

Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator 
Kinerja 

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realisasi Keuangan 

Target 
2024 

Target 
2023 

Realisasi 
2023 s/d 

Juni 
2023 

 ( % ) Pagu 
Realisasi 2023 
s/d Juni 2023 

 ( % ) 

1 

Program 
pengelolaan 
Arsip 

Persentase 
Perangkat 
Daerah yang 
mengelola 
arsip sesuai 
standar 

60.47 60.47 24.36 40.2
9 

608.840.448 209.830.970 38.85 

2 
Program 
Perlindungan 
dan 
Penyelamatan 
Arsip 

Persentase 
kondisi fisik 
dan 
informasi 
arsip 
katagori 
baik 

25 25 9.68 38.7
4 

144.918.808 41.241.800 37.27 

 

Dalam rangka Optimalisasi kinerja pada urusan Kearsipan, perlu dilakukan :  

a. Pengembangan digitally arsip (Sistem Administrasi Kearsipan), untuk mengantisipasi 

keterbatasan tempat penyimpanan dalam gedung arsip,  

b. Mengirimkan personil untuk mengikuti diklat-diklat kearsipan untuk memenuhi kebutuhan 

tenaga arsipari 

c. Pembangunan Depo Arsip yang refresentatif. 

 

 

 

I. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 

 

24.  Sekretariat Daerah 

 

Kinerja program pada Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada 

table 24 berikut: 

 

Tabel 24 

Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2023 

Pada Unsur Sekretariat Daerah 

s.d Triwulan II 
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No. 

Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator 
Kinerja 

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realisasi Keuangan 

Target 
2024 

Target 
2023 

Realisasi 
2023 s/d 

Juni 
2023 

 ( % ) Pagu 
Realisasi 2023 
s/d Juni 2023 

 ( % ) 

2 Program 
Pemerintahan 
Dan 
Kesejahteraan 
Rakyat 

Tingkat 
pemenuhan 
administrasi 
pemerintah
an, fasilitasi 
kebijakan 
kesejahtera
an rakyat 
dan 
penyelesaia
n 
penyusunan 
kebijakan 
daerah dan 
kerja sama 
daerah 

100 100 44.31 44.3
1 

38.819.886.469   

 Program 
Perekonomian 
Dan 
Pembangunan 

Tingkat 
kepatuhan 
stakeholder 
terhadap 
kebijakan 
pemerintah 
daerah di 
bidang 
perekonomi
an, SDA, 
administrasi 
pembangun
an dan 
Pengadaan 
Barang/Jas
a 

100 100 31.24 31.2
4 

3.138.319.206   

 

Secara umum permasalahan pada Sekretariat Daerah adalah fungsi koordinasi dengan 

Perangkat Daerah belum berjalan optimal. Disamping pelaksanaan moniroting terhahap 

kinerja perangkat daerah juga belum optimal. Upaya dalam meningkatkan kinerja Sekretariat 

Daerah adalah :  

a. Menjalankan fungsi koordinator dalam penyusunan kebijakan pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta memberikan pelayanan 

administratif kepada seluruh perangkat kerja daerah.  

b. Melakukan berbagai upaya dalam memberikan pelayanan, dan pemenuhan kebutuhan 

masyarakat dengan menggali potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal.  

c. menjalankan strategi manajemen Sekretariat Daerah yaitu meningkatkan aparatur 

sekretariat daerah yang profesional, disiplin dan penuh tanggungjawab, mewujudkan 

pelayanan umum masyarakat yang prima, transparan, dan akuntabel, meningkatkan 

sistem informasi yang menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah dan 

mewujudkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang 

berpihak kepada rakyat 

 

25. Sekretariat DPRD 

Kinerja program pada Sekretariat DPRD sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada 

table 25 berikut: 

 

Tabel 25 

Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2023 

Pada Unsur Sekretariat DPRD 

s.d Triwulan II 



I- 32 
 

No. 

Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator 
Kinerja 

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realisasi Keuangan 

Target 
2024 

Target 
2023 

Realisasi 
2023 s/d 

Juni 
2023 

 ( % ) Pagu 
Realisasi 2023 
s/d Juni 2023 

 ( % ) 

1 Program 
Dukungan 
Pelaksanaan 
Tugas Dan 
Fungsi DPRD 

Persentase 
Layanan 
Dukungan 
Pelaksanaa
n Tugas 
dan Fungsi 
DPRD 
Bagian 
Persidanga
n dan 
Perundang-
Undangan 
Yang 
Terlaksana 
Dengan 
Baik 

100 100 24.95 24.9
5 

19.567.430.799   

 

 

26. Pengelola Perbatasan 

 

Kinerja program pada Pengelola Perbatasan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat 

pada table 26 berikut: 

 

Tabel 26 

Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2023 

Pada Unsur Pengelola Perbatasan 

s.d Triwulan II 

No. 

Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator 
Kinerja 

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realisasi Keuangan 

Target 
2024 

Target 
2023 

Realisasi 
2023 s/d 

Juni 
2023 

 ( % ) Pagu 
Realisasi 2023 
s/d Juni 2023 

 ( % ) 

1 

Program 
Pengelolaan 
Perbatasan 

Tingkat 
penyelesaian 
penyusunan 
kebijakan 
daerah di 
bidang  
pengelolaan 
perbatasan 

100 100 22.60 22.6
0 

217.869.680   

 

Capaian kinerja program Pengelola Perbatasan baru mencapai 22,60%, dalam arti 

bahwa target penyusunan kebijakan dalam pengelolaan perbatasan masih rendah. Kondisi ini 

lebih disebabkan karena terbatasnya koordinasi dengan pemangku kebijakan pengelola 

perbatasan belum maksimal akibat Pandemi Covid-19 ini. Namun demikian ditargetkan dapat 

ditingkatkan pada semester 2 ini. 

 

 

27. Perencanaan 

 

Kinerja program pada unsur Perencanaan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada 

table 27 berikut: 

Tabel 26 

Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2023 

Pada Unsur Perencanaan 

s.d Triwulan II 
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No. 

Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator 
Kinerja 

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realisasi Keuangan 

Target 
2024 

Target 
2023 

Realisasi 
2023 s/d 

Juni 
2023 

 ( % ) Pagu 
Realisasi 2023 
s/d Juni 2023 

 ( % ) 

 PROGRAM 
KOORDINASI 
DAN 
SINKRONISA
SI 
PERENCANA
AN 
PEMBANGUN
AN DAERAH 

Persentase 
Dokumen 
Perencanaa
n 
Pembangun
an Daerah 
Bidang 
Pemerintah
an dan 
Pembangun
an 
Manusia 
tersusun 
dengan baik 

100 100 63.12 63.1
2 

1.840.014.429   

   Persentase 
Dokumen 
Perencanaa
n 
Pembangun
an Daerah 
Bidang 
Perekonomi
an dan SDA 
(Sumber 
Daya Alam) 
tersusun 
dengan baik 

100 100  50 

   

   Persentase 
Dokumen 
Perencanaa
n 
Pembangun
an Daerah 
Bidang 
Infrastrukt1
00ur dan 
Kewilayaha
n 
tersusun 
dengan baik 

100 100  50 

   

 Program 
Koordinasi 
Dan 
Sinkronisasi 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah  

Persentase 
Perencanaa
n 
Pembangun
an 
Daerah 
Bidang 
Pemerintah
an dan 
Pembangun
an 
Manusia 
tersusun 
dengan baik 

100 100 50  

1.187.413.926   

 

Capaian program urusan Perencanaan beberapa permasalahan yang terkait hal tersebut 

diataranya : 

1. Lambatnya Perangkat Dearah dalam menyampaikan Rancangan Dokumen 

Perencanaan yang diminta sehingga tidak sesuai dengan target waktu yang ditetapkan. 

 

Terhadap masalah tersebut, rencana aksi yang akan ditempuh adalah : 

 

1. Melakukan koordinasi dengan konsultan Penyusunan Perubahan RPJMD untuk segera 

menyelesaikan koreksi dan perbaikan yang disampaikan. 

2. Terhadap Perangkat Daerah yang belum menyampaikan permintaan dokumen 

perencanaan dari Bappeda tetap selalu diingatkan dan di mintakan komitmennya. 
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3. Terus malakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah yang mengalami kesulitan 

dalam penyusunan dokumen Perencanaan.  

 

28. Penelitian dan Pengembangan 

 

Kinerja program pada Unsur Penelitian dan Pengembangan sampai dengan triwulan 2 

dapat dilihat pada table 28 berikut: 

 

Tabel 28 

Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2023 

Pada Unsur Penelitian dan Pengembangan 

s.d Triwulan II 

No. 

Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator 
Kinerja 

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realisasi Keuangan 

Target 
2024 

Target 
2023 

Realisasi 
2023 s/d 

Juni 
2023 

 ( % ) Pagu 
Realisasi 2023 
s/d Juni 2023 

 ( % ) 

1 Program 
Penelitian Dan 
Pengembanga
n Daerah 

Persentase 
hasil 
kelitbangan 
ditindaklanj
uti 

100 100 77.78 77.7
8 

3.719.930.286   

 

Beberapa permasalahan yang terkait Capaian program urusan Perencanaan pada 

triwulan II tersebut diataranya adalah keterbatasan anggaran yang masih focus pada prioritas 

pembangunan.  

 

29. Keuangan 

 

Kinerja program pada Unsur Keuangan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada 

table 29 berikut: 

 

 

Tabel 29 

Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2023 

Pada Unsur Keuangan 

s.d Triwulan II 

No. 

Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator 
Kinerja 

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realisasi Keuangan 

Target 
2024 

Target 
2023 

Realisasi 
2023 s/d 

Juni 
2023 

 ( % ) Pagu 
Realisasi 2023 
s/d Juni 2023 

 ( % ) 

1 

Program 
Pengelolaan 
Keuangan 
Daerah 

Persentase 
pemenuhan 
laporan 
capaian 
kinerja 
keuangan 
yang tepat 
waktu 

100 100 38 38 
269.833.949.37
6 

102.535.076.120  

2 

Program 
Pengelolaan 
Barang Milik 
Daerah 

Persentase 
Aset 
Daerah 
yang sudah 
terinventaris
ir secara 
Baik 

60 60 18.76 
31.2
6 

1.879.925.044 352.711.160  

 

Capaian program unsur Perencanaan pada triwulan II ini masih sesuai dengan jadwal 

yang ditetapkan.  
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30. Kepegawaian 

 

Kinerja program pada Unsur Kepegawiaan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada 

table 30 berikut: 

 

Tabel 30 

Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2023 

Pada Unsur Kepegawaian 

s.d Triwulan II 

No. 

Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator 
Kinerja 

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realisasi Keuangan 

Target 
2024 

Target 
2023 

Realisasi 
2023 s/d 

Juni 
2023 

 ( % ) Pagu 
Realisasi 2023 
s/d Juni 2023 

 ( % ) 

2 

Program 
Kepegawaian 
Daerah 

Persentase 
Pemenuhan 
Layanan 
Administrasi 
Kepegawai
an yang 
tertib dan 
tepat waktu  

95 95 40 
37.2

6 
2.585.682.296 837.763.278 32.4 

Capaian program unsur Kepegawaian sebesar 37.26% lebih disebabkan karena belum 

bisa dilaksanakannya fasilitasi Lembaga profesi ASN karena terjadi perubahan anggaran. 

 

31. Pendidikan dan Pelatihan 

Kinerja program pada Unsur Pendidikan dan Pelatihan sampai dengan triwulan 2 dapat 

dilihat pada table 31 berikut: 

 

 

 

 

Tabel 31 

Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2023 

Pada Unsur Pendidikan dan Pelatihan 

s.d Triwulan II 

No. 

Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator 
Kinerja 

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realisasi Keuangan 

Target 
2024 

Target 
2023 

Realisasi 
2023 s/d 

Juni 
2023 

 ( % ) Pagu 
Realisasi 2023 
s/d Juni 2023 

 ( % ) 

1 

Program 
Pengembanga
n Sumber 
Daya Manusia 

Persentase 
ASN yang 
Mengikuti 
Pegembang
an dan Uji 
Kompetensi  

100 100 40 
35.4

5 
4.471.770.235 1.324.855.927 29.6 

 

Pada tahun 2023 masih berlangsungnya diklat kepemimpinan tingkat II dan III 

 

  

32. Inspektorat Daerah 

 

Kinerja program pada Unsur Pengawasan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada 

table 32 berikut: 

 

Tabel 32 

Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2023 
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Pada Unsur Pengawasan 

s.d Triwulan II 

No 

Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator 
Kinerja  

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realisasi Keuangan 

Targe
t 2024 

Targe
t 2023 

Realisa
si 2023 

s.d 
Juni 
2023 

(%) Pagu 
Realisasi  2023 
s.d Juni 2023 

(%) 

                    

                    

6. UNSUR 
PENGAWASAN 
URUSAN 
PEMERINTAHA
N       

      

    

6.01 INSPEKTORAT 
DAERAH 

      

           
9.005.057.687  

        
3.988.159.181  

44,29
% 

6.01.0
1 

Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota  

Ketersedia
an layanan 
Umum 
penunjang 
unsur 
pengawasa
n 
pemerintah
an bidang 
urusan 
Inspektorat 
Daerah 

100% 100% 100% 100
% 

          
6.962.745.637  

          
2.956.264.305  

42,46
% 

6.01.0
2 

Program 
Penyelenggaraan 
Pengawasan 

Persentase 
jumlah 
obyek 
pemeriksaa
n yang 
menjadi 
sasaran 
regular dan 
kinerja 

26,79
% 

26,79
% 

32,84% 123
% 

          
1.805.076.050  

             
996.142.876  

55,19
% 

6.01.0
3 

Program 
Perumusan 
Kebijakan, 
Pendampingan 
dan Asistensi 

Persentase 
Perangkat 
Daerah 
yang telah 
menerapka
n SPIP 
Pada Level 
3 

100% 76,74
% 

0% 0%             
237.236.000  

               
35.752.000  

15,07
% 

 

Pada kinerja pengawasan ini beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah terdapat kegiatan-

kegiatan pengawasan yang sifatnya mandatori yang diminta setelah terbitnya PKPT, Kurangnya 

anggaran pengawasan, Kurangnya Jabatan Fungsional Auditor/P2UPP, Kurangnya pemahaman 

terhadap tusi dan aturan dan Terdapat perbedaan antara jadwal yang tertulis pada PKPT dengan 

jadwal pada OPD oleh karena itu perlu dilakukan Langkah-langkah : Adanya sinkronisasi antara 

Inspektorat dengan Instansi teknis terutama pada Instansi Pemerintah Pusat, Penambahan 

Anggaran, Penambahan jumlah JFA, Pendidikan dan Pelatihan dan Sinkronisasi jadwal bersama 

OPD  

 

II. Unsur Kewilayahan 

Kecamatan 

Kinerja program pada Unsur Pemerintah Kecamatan sampai dengan triwulan 2 dapat 

dilihat pada table berikut: 

 

Tabel 

Capaian Program dan Keuangan RKPD Tahun 2023 

Pada Unsur Pemerintah Kecamatan 

s.d Triwulan II 



I- 37 
 

No 

Bidang Urusan 
Pemerintahan 
dan Program 

Prioritas 
Pembangunan 

Indikator 
Kinerja  

Target dan Realisasi Fisik Target dan Realisasi Keuangan 

Targe
t 2024 

Targe
t 2023 

Realisa
si 2023 

s.d 
Juni 
2023 

(%) Pagu 
Realisasi  2023 
s.d Juni 2023 

(%) 

                    

1 

Program 
Penyelenggara
an 
Pemerintahan 
dan Pelayanan 
Publik 

persenta
se 
pelayana
n 
masyara
kat 
terinteng
rasi 
PATEN 

100 100 35% 
35
%   

             

735.967.951  

     

2 

Program 
Pemeberdayaa
n Masyarakat 
Desa dan 
Kelurahan 

presenta
se 
partisifas
i 
masyara
kat 
dalam 
pembag
unan  

100 100 35% 
35
% 

         

1.738.047.946  

 

  

3 

Program 
Koordinasi 
Ketentraman 
dan Ketertiban 
Umum 

prensent
ase 
penegak
an perda 
dan 
perkada 
diwilayah 
kecamat
an 

100 100 35% 
35
% 

             

117.549.508  

 

  

4 

Program 
Penyelenggara
an Urusan 
Pemerintahan 
Umum 

presenta
se 
penanga
nan 
konflik 
sosial 
wilayah 

100 100 22% 
22
% 

             

695.724.172  

 

  

5 

Program 
Pembinaan dan 
Pengawasan 
Pemerintahan 
Desa 

presenta
se tata 
kelola 
pemerint
ahan 
desa 
kategori 
baik 

100 100 36% 
36
% 

349.340.004   

 

Pada unsur kecamatan capaian rata-rata fisik sebesar 42.44% sementara keuangan sebesar 

41.85%. Hal yang menjadi focus perhatian pada unsur Pemerintahan Kecamatan adalah 

Peningkatan dan pemenuhan ruang pelayanan PATEN di Kecamatan. Selain ruangan juga perlu 

dilengkapi dengan tempat bermain anak. Dalam rangka mendukung Kabupaten Layak Anak, 

kecamatan diwajibkan membentuk gugus tugas Kabupaten Layak Anak tingkat Kecamatan dan 

sekaligus membentuk Forum Anak. 
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BAB III 
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 

 

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 

Visi Presiden terpilih tahun 2020–2024 “Terwujudnya Indonesia Maju yang 

Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut 

diwujudkan dengan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, 

meliputi (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang 

Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan 

Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan 

Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakkan Sistem Hukum 

yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap 

Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan 

Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya; (9) Sinergi Pemerintahan Daerah 

dalam Kerangka Negara Kesatuan. 

Visi Indonesia pada tahun 2045 ditargetkan telah keluar dari jebakan negara 

berpendapatan menengah (middle income trap) sehingga pada tahun 2045 sudah 

sejajar dengan negara maju lainnya. Untuk mewujudkan visi tersebut, lima tahun ke 

depan menjadi periode yang krusial mengingat RPJMN menjadi titik awal pencapaian 

visi tersebut. Dalam RPJMN 2020–2024 ekonomi Indonesia diharapkan dapat 

tumbuh rata–rata 5,7–6,0 persen per tahun. Namun demikian pada tahun keempat 

pelaksanaan RPJMN yaitu pada tahun 2023, ekonomi Indonesia masih dihadapkan 

pada resesi ekonomi global yang turut  memberikan dampak besar terhadap 

pencapaian sasaran RPJMN 2020–2024. 

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada semester II Tahun Anggaran 

2023 Pemerintah Kabupaten Sanggau melakukan formulasi kembali terhadap 

proyeksi pendapatan, proyeksi belanja dan proyeksi pembiayaan dengan 

memperhatikan pertumbuhan ekonomi di tengah dan menjelang masa akhir 

kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah periode 2019-2024. Kondisi 

ini juga secara tidak langsung mempengaruhi geliat ekonomi di Kabupaten Sanggau. 

Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau perlahan-lahan 

bangkit dimana pada tahun 2021 berada pada posisi 4,19% kemudian pada tahun 

2022 menunjukkan tren positif naik menjadi 4,61%. Lebih lanjut di tahun 2023 

diperlukan upaya-upaya lebih lanjut untuk menentukan target kinerja terutama dalam 

hal pendanaan asumsi pendapatan sangat berpengaruh pada proyeksi belanja dan 

pada akhirnya akan berdampak terhadap target kinerja untuk memberikan pelayanan 

prima mewujudkan masyarakat sejahtera. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa 

kondisi endemi mulai dapat diimbangi oleh pergerakan pertumbuhan ekonomi dan 

memberikan implikasi nyata terhadap target kinerja serta kesejahteraan masyarakat. 
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Untuk itu pada Bab ini dilakukan analisis terhadap kerangka ekonomi dan keuangan 

daerah dengan uraiannya melakukan telahaan terhadap arah kebijakan eknomi 

daerah dan asumsi pendapatan, proyeksi belanja dan pembiayaan sebagai bagian 

dari target kinerja. 

Pada saat seperti ini maka kebijakan ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sanggau diarahkan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan salah satunya 

bidang konomi meliputi pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan pengangguran 

yang masih menjadi isu strategis yang harus dikejar pencapaian targetnya. 

Pertumbuhan yang berbasis keunggulan komparatif dan ekonomi kerakyatan 

menekankan pada pertumbuhan inklusif yang tumbuh melalui pemerataan 

pendapatan dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam proses pembangunan. 

Perekonomian juga harus didorong oleh potensi ekonomi dan peningkatan 

produktivitas sehingga terbuka peluang untuk penyerapan tenaga kerja baru. 

Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat ditawarkan untuk mencapai 

pertumbuhan ekonomi yang inklusif, diantaranya: 

1. Melakukan reformasi struktural dalam artian pemerintah Kabupaten Sanggau 

tidak hanya bertumpu pada sektor pertanian namun juga perlu mengoptimalkan 

sektor–sektor lainnya. 

2. Meningkatkan investasi melalui layanan dan fasilitasi penanaman modal 

(investasi) yang cepat dan mudah dengan memanfaatkan teknologi informasi, 

serta meningkatkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (Green 

Investment). 

3. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur seperti jalan, 

komunikasi, dan energi. 

4. Meningkatkan sumber pendanaan daerah, diantaranya dengan kerja sama 

pemerintah daerah dengan swasta (misalnya skema KPBU), serta optimalisasi 

pajak dan retribusi daerah. 

5. Meningkatkan daya saing produk, yaitu meningkatkan produktifitas dan mutu 

produk,  terutama pada produk unggulan seperti pada sektor pertanian, 

perkebunan, dan industri pengolahan. 

6. Mendorong terjadinya hilirisasi hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, dan 

perikanan untuk meningkatkan nilai tambah yang diperoleh masyarakat 

Kabupaten Sanggau yang didominasi oleh masyarakat yang bekerja pada sektor 

primer. Peningkatan kontinuitas, kuantitas, dan kualitas produk pertanian dan 

perikanan. Ini dapat dilakukan melalui peningkatan produktivitas pertanian dan 

perikanan dan peningkatan diversifikasi pangan. 

7. Mendorong agar produk diolah lebih lanjut (memiliki nilai tambah). Hal ini untuk 

mengatasi permasalahan yang terjadi pada profil pertumbuhan sektor-sektor 
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perekonomian Kabupaten Sanggau yang masih masuk pada kriteria kuadran II, 

III, dan IV dalam analisis Tipologi Klassen. 

8. Untuk pengembangan usaha industri agar sesuai dengan arahan Bappenas, 

maka difokuskan pada industri manufaktur yang berorientasi ekspor dengan 

memperbanyak bahan baku lokal. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sanggau 

perlu memberdayakan usaha industri sehingga dapat menambah capaian devisa 

ekspor dan menghemat penggunaan devisa untuk impor bahan baku. 

9. Meningkatkan pemberdayaan UMKM sehingga memiliki daya saing. Peningkatan 

pemberdayaan usaha industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM. Selain itu, 

perlu ada kebijakan perluasan akses pembiayaan dengan program memfasilitasi 

akses pembiayaan khususnya bagi pengusaha UMKM, memfasilitasi/memediasi 

pengusaha dan perbankan untuk menjembatani permasalahan yang 

berhubungan dengan pembiayaan investasi serta meningkatkan peran serta 

masyarakat dan koperasi alternatif dalam pembangunan.  

10. Mengubah pola pikir serta sikap budaya masyarakat yang memiliki inovasi 

rendah, konsumtif, dan primary productoriented menjadi manufactured product 

oriented. 

11. Meningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan 

perlindungan ketenaga kerjaan melalui peningkatan pelatihan dan penempatan 

tenaga kerja. 

12. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Sanggau 

khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang kehidupan 

berkaitan dengan Revolusi Industri 4.0. Pengembangan sumber daya manusia 

masyarakat Kabupaten Sanggau ini juga diperlukan dalam menyongsong era 

ekonomi digital yang merambah hampir semua sendi-sendi ekonomi masyarakat. 

 
Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Sanggau di dalam dokumen Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 hendaknya 

memperhatikan laju pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana kita ketahui bersama 

bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau pada tahun 2022 lebih 

membaik meskipun tidak terlalu signifikan dibandingkan Kabupaten/Kota lain di 

Provinsi Kalimantan Barat. Capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2022 pada angka 

4,61% atau naik 0,42% dari capaian tahun 2021 (4,19%) telah melampaui target yang 

direncanakan pada tahun 2022 (4,30%) bahkan tahun 2023 (4,50%) sehingga pada 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 , 

pertumbuhan ekonomi yang semula 4,50% direvisi dengan target baru menjadi 

4,70%. Namun kondisi ini tentunya masih menjadi perhatian bersama agar pada saat 

formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah fenomena ini menjadi salah 

satu fokus untuk dilakukan akselerasi. Dalam rangka akselerasi laju pertumbuhan 
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ekonomi tentunya berkolerasi langsung dengan arah kebijakan ekonomi daerah, 

untuk itu strategi dan inovasi bidang ekonomi sangat dibutuhkan. 

 

3.2. Arah kebijakan Keuangan Daerah 

Arah kebijakan ekonomi daerah tentunya berbanding lurus dengan 

memperhatikan arah kebijakan keuangan daerah, dengan arah kebijakan ekonomi 

yang tepat maka dapat memberikan pengaruh terhadap pendapatan dan belanja 

daerah. Arah kebijakan keuangan daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah 

meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan 

penatausahaan, dan pertanggung jawaban keuangan. Pengelolaan keuangan 

daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam 

Siklus Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dimulai dari Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah dengan memuat rencana keuangan yang diperoleh dan 

digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun dengan filosofi money follow program 

dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang 

terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas, nasional dan dapat memberikan 

dampak langsung bagi masyarakat seusai tugas fungsi. 

Arah kebijakan keuangan daerah yang dalam hal ini adalah anggaran 

hendaknya dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan antara perencanaan 

danpenganggaran, konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun 

horisontal dan program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi 

dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi. Dalam hal Kabupaten 

Sanggau saat ini masih berada pada situasi penyesuaian terhadap kontraksi dari 

pasca endemi Covid-19 maka arah kebijakan yang diformulasikan hendaknya 

dilakukan dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengentasan 

kemiskinan, pengentasan pengangguran serta perlindungan sosial dan 

peningkatan infrastruktur yang sedikit terhambat selama Covid-19. Kebijakan 

strategis seperti inilah yang diperlukan masyarakat agar tetap dapat bertahan di 

tengah situasi pasca terdampak Covid-19, oleh karena itu proyeksi belanja pada 

semester II ini difokuskan untuk menuju beberapa hal sebagaimana telah 

diuraikan sebelumnya. 

Selain daripada itu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten 

Sanggau Tahun 2023 hendaknya disusun dan disajikan dengan memperhatikan 

norma dan prinsip anggaran, diantaranya meliputi: 

(1) Transparasi dan  Akuntabilitas Anggaran Daerah. 

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, 

bersih dan bertanggung jawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian 
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kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam  mensejahterakan 

rakyat, maka APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang 

tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarkat dari suatu kegiatan 

atau yang dianggarkan. 

(2) Disiplin Anggaran 

Adanya program yang harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan 

masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. 

Oleh karena itu, penyusunan dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat 

guna,tepat waktu pada pelaksanaan dan penggunaannya dapat 

dipertanggungjawabkan. 

(3) Keadilan Anggaran 

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak 

dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan 

masyarakat. Pemerintah wajib mengalokasikan penggunaanya anggaran 

secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat 

dinikmati seluruh kelompok masyarakat. 

(4) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran 

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk 

dapat menghasilkan  peningkatan pelayanan dan kesejahteraan  secara 

optimal, guna kepentingan  bagi masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan  

secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta 

pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang 

diprogramkan. 

 
Setelah menguraikan kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan 

keuangan daerah, maka pada tahapan berikutnya ketika proses menyusun dan 

menyajikan dokumen Perubahan Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sanggau Tahun 2023 dilakukan proyeksi terhadap asumsi pendapatan proyeksi 

belanja dan pembiayan yang tepat. Pada tahapan ini diperlukan telaahan yang 

lebih detail dan komprehensif agar asumsi dan proyeksi yang disusun tidak 

berpotensi menghasilkan defisit yang pada akhirnya tidak dapat ditutupi dengan 

sisa lebih anggaran.  

Seiring dengan tingkat kebutuhan pendanaan pembangunan daerah, 

Pemerintah Kabupaten Sanggau merencanakan dan terus berupaya 

meningkatkan pendapatan peningkatan pendapatan baik yang diupayakan 

melalui pendapatan asli daerah maupun bersumber dari pusat atau pendapatan 

lain–lain yang sah. Kondisi ini diperlukan karena diproyeksikan anggaran belanja 

terus meningkat. Untuk itu dalam rangka merumuskan asumsi pendapatan, 
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proyeksi belanja dan pembiayaan semester II Tahun 2023 Pemerintah 

Kabupaten Sanggau mengedepankan prinsip, diantaranya: 

1. Prinsip money follow function, money follow organization harus mulai 

ditinggalkan, menjadi money follow program. 

2. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan 

mempercepat penyerapan anggaran untuk dapat meningkatkan pelayanan 

pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 

3. Anggaran yang disusun harus fokus pada program prioritas yang telah 

ditentukan dan bermanfaat besar bagi rakyat disertai tolok ukur dan target 

pada setiap indikator kinerja. 

4. Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan 

pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar 

kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk 

meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. 

5. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dapat 

dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

6. Dioptimalkan koordinasi dan sinkronisasi antar Perangkat Daerah, antara 

Perangkat Daerah dengan instansi sektoral maupun antara Perangkat Daerah 

dengan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat berkaitan kewenangan 

dan perkembangan regulasi. 

7. Untuk meningkatkan kinerja ASN dan penerapan asas keadilan, pada tahun 

berjalan Pemerintah Kabupaten Sanggau telah mengurangi Belanja Pegawai 

berupa honorarium pada Belanja Langsung untuk dialihkan ke Tunjangan 

Kinerja Daerah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN sehingga 

berimplikasi pada peningkatan pelayanan publik.  

 
Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak 

dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. 

Pendapatan daerah meliputi semua rekening kas daerah  yang menambah 

ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan 

tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah. Dalam hal pendapatan daerah 

sampai saat ini masih banyak kendala dan permasalahan yang dihadapi terutama 

pada peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, diantarnya : 

1. Tingkat kesadaran Wajib Pajak/Retribusi yang masih belum maksimal, disisi 

lain masih adanya  upaya dari wajib pajak/retribusi untuk menghindar dari 

kewajiban membayar pajak/retribusi daerah. 
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2. Belum adanya mekanisme khusus untuk mengetahui data obyek pajak, yang 

menyebabkan data obyek pajak tidak sesuai dengan fakta/keadaan. 

3. Fasilitas obyek retribusi belum memadai khusunya pada obyek wisata, 

menyebabkan sangat sedikitnya kunjungan ulang yang dilakukan oleh 

wisatawan. 

 
Dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian yang ada, 

mengamati perkembangan pembangunan dan melihat permasalahan yang  ada, 

maka strategi yang dilakukan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah 

dengan melakukan peninjauan dan penetapan regulasi berkaitan  dengan  

pendapatan daerah, peningkatan kualitas manajemen/pengelolaan potensi 

pendapatan daerah, peningkatan kualitas SDM dan peningkatan investasi. Untuk 

itu diperlukan langkah dengan cara meningkatkan inovasi peningkatan 

pendapatan, meningkatkan pengendalian dan pengawasan obyek restribusi, 

meningkatan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan pelayanan perijinan 

dan mempercepat pembangunan infrastruktur. 

Sebagaimana diketahui bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari 

Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah 

Yang Sah dengan rincian sebagai berikut: 

 
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

a. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak 

Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak 

Mineral Bukan Logam,Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 

b. Retribusi  Daerah  terdiri  dari  Retribusi  Jasa  Umum,  Retribusi  Jasa 

Usaha, dan Retribusi  Perizinan Tertentu. 

c. Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  Yang  Dipisahkan  terdiri  dari Bagian 

Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 

(Deviden). 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset 

Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga 

Deposito, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi,  

Pendapatan  dari  Pengembalian,  pendapatan  dari pemanfaatan kekayaan 

daerah, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah, Pendapatan dari 

bentuk-bentuk pendapatan lainnya yang merupakan hak Daerah. 

2. Pendapatan Transfer, terdiri dari : 

 Pendapatan transfer Pemerintah Pusat, dengan komponen berikut: 
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 Bagi  Hasil  Pajak/Bukan  Pajak (DBH)  adalah  dana  yang  bersumber  

dari pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah  berdasarkan 

angka persentase untuk  mendanai kebutuhan daerah dalam  rangka 

pelaksanaan desentralisasi. Bagi Hasil  Pajak/Bukan Pajak  bersumber 

dari pajak dan sumber daya alam. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri 

dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam. 

 Dana Alokasi Umum merupakan dana  transfer  yang  bersifat umum 

(block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar   

Daerah)   dengan   tujuan   utama   pemerataan   kemampuan keuangan 

antar Daerah dan juga yang telah ditentukan penggunaannya (specific 

grant). Dana Alokasi Umum merupakan : 

 Komponen Dana Perimbangan yang bersumber dari APBN dalam 

rangka desentralisasi fiskal yang didasarkan atas formula dengan 

pendekatan alokasi dasar dan celah fiskal dengan memperhitungkan 

kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. 

 Block Grant yang berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi dan 

memperbaiki kesenjangan fiskal antar daerah (horizontal fiscal 

imbalance), dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 

keuangan antar daerah. 

 Specific Grant yang berfungsi sebagai instrumen pendanaan terhadap 

sektor-sektor yang telah ditentukan pemerintah pusat, antara lain 

pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penggajian ASN (PPPK) 

dan pendanaan pada kelurahan. 

 Equalization grant, yaitu berfungsi untuk mengurangi kesenjangan 

kemampuan keuangan yang diakibatkan oleh perbedaan pendapatan 

daerah dari PAD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumner 

Daya Alam. 

 Dana  Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik merupakan dana  yang 

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah 

tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 

merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.  

 

 Pendapatan Transfer Atas Daerah 

 DBH Pajak Provinsi terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang 

meliputi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Balik Nama 

Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air 

Permukaan dan Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah; dan 
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 Bantuan Keuangan dari Provinsi. 

3. Lain–lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari : 

Pendapatan Hibah yang terdiri dari Hibah Air Minum (HAM) dan Hibah Pertanian 

(READSI). 

 
Dengan demikian dapat dimaknai bahwa pendapatan merupakan akumulasi 

nominal yang diperoleh secara sah dan berdasarkan aturan dan ketentuan yang 

berlaku sebagai income daerah yang digunakan sebagai referensi untuk menentukan 

proyeksi belanja. Dalam hal ini ketika proses menyusun dan menyajikan dokumen 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023  

diperlukan perhitungan realistis dan komprehensif dengan meliputi semua aspek 

ketika melakukan asumsi pendapatan semester II Tahun 2023. Manakala asumsi 

pendapatan tidak dilakukan secara seksama maka akan berpotensi terjadi defisit yang 

begitu besar dan berdampak terhadap sistem perencanaan dan penganggaran. 

Asumsi pendapatan pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sanggau Tahun 2023  disajikan pada tabel 3.1 berikut ini: 

Tabel 3.1 
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau 

Tahun 2023 
 

URAIAN 
APBD 2023 

BERTAMBAH / 
(BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN 

SETELAH 
PERUBAHAN 

1 2 3 4 

PENDAPATAN 
DAERAH 

      

Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) 

140.734.411.884,00 140.734.411.884,50  0,00  

Pajak Daerah 46.525.176.463,00 47.671.930.716,00  1.146.754.253,00 

Retribusi 5.652.935.703,00 6.738.393.520,00  1.085.457.817,00 

Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
dipisahkan 

10.000.000.000,00   12.364.675.032,00   2.364.675.032,00  

Lain-lain PAD yang Sah 78.556.299.718,00 73.959.412.616,00  (4.596.887.102,00) 

Pendapatan Transfer 1.565.472.110.149,00   1.660.713.069.452,00   95.240.959.303,00  

Pendapatan Transfer 
Pemerintah Pusat 

1.484.325.997.000,00   1.539.632.352.096,00   55.306.355.096,00  

Pendapatan Transfer 
Antar Daerah 

81.146.113.149,00   121.080.717.356,00   39.94.604.207  

Lain-lain pendapatan 
Daerah Yang Sah 

1.499.135.000,00 1.499.135.000,00 0,00 

Pendapatan Hibah 1.499.135.000,00  1.499.135.000,00  0,00 

JUMLAH 
PENDAPATAN 

1.707.705.657.033,00  1.802.946.616.336,00 95.240.959.303,00 

Sumber: BAPPEDA, BPKAD, BAPENDA 2023 (diolah) 

 
Merujuk pada data asumsi pendapatan yang disajikan dalam tabel 3.1 secara 

singkat dapat diuraikan bahwa pada semester II Tahun Anggaran 2023 terjadi 
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kenaikan asumsi pendapatan. Secara garis besar pendapatan pada sektor 

pendapatan daerah yang semula pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 

1.707.705.657.033,00 dan selanjutnya dalam dinamika perjalanan menuju 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 naik 

menjadi Rp. 1.802.946.616.336,00. Terjadinya kenaikan asumsi pendapatan asli 

daerah sektor  pajak sebesar Rp. 1.146.754.253,00, retribusi sebesar Rp. 

1.085.457.817,00, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan semula 

sebesar Rp. 10.000.000.000,00 bertambah Rp. 2.364.675.032,00 menjadi Rp. 

12.364.675.032,00 dan Lain-lain PAD yang Sah yang semula sebesar Rp. 

78.556.299.718,00 berkurang Rp. 4.596.887.102,00 menjadi Rp. 73.959.412.616,00 

dikarenakan pengurangan target BLUD RSUD M.Th Djaman sehingga pada sektor 

pendapatan asli daerah masih diproyeksikan sama pada angka Rp. 

140.734.411.884,00 Lebih lanjut pada sektor dana transfer terdapat peningkatan 

sebesar Rp. 39.934.604.206,36 berada pada pos pendapatan transfer antar daerah 

yang semula Rp. 81.146.113.149,00 menjadi Rp. 121.080.717.356. Terjadinya 

kenaikan asumsi pendapatan pada sektor ini merupakan dampak kurang bayar bagi 

hasil pemerintah provinsi yang turut merevisi jumlah dana bagi hasil yang diterima 

oleh Kabupaten Sanggau dan belanja bantuan keuangan dari provinsi di tahun 2023. 

Kemudian pada sektor pendapatan transfer pemerintah pusat, terkoreksi bertambah 

sebesar Rp. 55.306.355.096,00 dimana pendapatan transfer pemerintah pusat yang 

semula Rp. 1.484.325.997.000,00 menjadi Rp. 1.539.632.352.096,00. Sehingga total 

koreksi peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Sanggau pada tahun 2023 

sebesar Rp. 95.240.959.303,00.  

Dengan demikian dapat dimaknai walaupun asumsi pendapatan pada sektor 

pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah 

terjadi kenaikan belum dapat diimbangi dengan kenaikan pada sektor pendapatan 

asli daerah meskipun tidak terlalu berpengaruh dikarenakan pendapatan BLUD 

bersifat berpasangan. Situasi ini menjadi nilai tambah dan juga tantangan bagi 

Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk dapat memaksimalkan penggunaan dari 

pendapatan tersebut. Dari sisi lainnya, dikarenakan kondisi yang berangsur membaik, 

yang dengan hasil telaahan tetap optimisme menargetkan terjadinya peningkatan 

asumsi pendapatan ketika masuk semester II Tahun 2023 meskipun belum dalam 

angka yang tidak terlalu signifikan. Target optimis ini hendaknya menjadi perhatian 

perangkat daerah sesuai dengan tugas fungsinya menggerakkan segala kemampuan 

dan daya upayanya agar target ini menjadi kenyataan untuk menuju sanggau 

bermartabat. Berdasarkan penjabaran sebagaimana diatas, secara global asumsi 

pendapatan di tahun 2023 yang semula Rp. 1.707.705.657.033,00 menjadi Rp. 

1.802.946.616,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 95.240.959.303,00. 
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Dengan memperhatikan asumsi pendapatan maka pada proyeksi belanja juga 

hendaknya dapat dimaksimalkan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat 

Kabupaten Sanggau dengan efisien, efektif, akuntabel dan transparan serta 

berorientasi money follow program berbasis money follow function dimana 

pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait 

langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi 

masyarakat. Semester II Tahun 2023 merupakan momentum bagi Pemerintah 

Kabupaten Sanggau untuk melakukan perubahan proyeksi belanja agar lebih tepat 

sasaran membantu masyarakat bertahan dan keluar dari situasi yang masih sulit 

seperti saat ini sehingga masyarakat semakin sejahtera dan pelayan publik yang 

prima menjadi primadona yang pada akhirnya mencapai target kinerja, dengan uraian 

proyeksi belanja diantaranya meliputi: 

 
1. Belanja Operasi. 

Belanja Operasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 55 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

merupakan  pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah 

Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. 

Adapun Belanja Operasi terdiri dari 6 jenis belanja, namun pada 

implementasinya dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2023 hanya digunakan 4 jenis komponen belanja operasi sebagai berikut: 

a. Belanja Pegawai yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang 

ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kompensasi 

sebagaimana dimaksud diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala 

Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN yang dianggarkan pada 

belanja perangkat daerah terkait. 

b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan 

barang/jasa yang nilai dan manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan 

termasuk barang/jasa yang akan diserahkan  atau dijual kepada 

masyarakat/pihak ketiga. Belanja ini difungsikan dalam rangka melaksanakan 

program dan kegiatan Pemerintah Daerah. 

c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah 

lainnya Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan dan lembaga serta 

organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara 

spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak 

mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali 

ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Belanja ini ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan 

kegiatan Pemerintah Daerah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan 
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daerah setelah memprioritaskan belanja urusan pemerintahan wajib dan 

pilihan. 

d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan 

berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau 

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang 

bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali 

dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan dan disesuaikan dengan 

kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan belanja urusan 

pemerintahan wajib dan pilihan. 

2. Belanja Modal. 

Merupakan pengeluaran atau belanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk 

menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset 

tetap dan aset lainnya. Adapun jenis belanja modal yang digunakan sebagai 

berikut: 

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin; 

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan 

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. 

3. Belanja Tidak Terduga. 

Jenis belanja ini merupakan pengeluaran darurat anggaran atas beban APBD 

untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas 

kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. 

Belanja ini juga dialokasikan untuk belanja yang sifatnya tidak biasa, tidak bisa 

diprediksikan dan atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan 

bencana alam,   bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. 

 
4. Belanja Transfer 

Terdiri dari 2 jenis belanja sebagai berikut: 

a. Belanja bagi hasil yang dianggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

b. Belanja bantuan keuangan. 

 
Proyeksi Belanja yang disusun dan disajikan pada dokumen Perubahan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023  dengan memperhatikan 

situasi dan kondisi saat ini yang sedang terjadi. Proyeksi belanja disusun idealnya 

memperhatikan aspek sosial dan aspek kinerja agar masyarakat menjadi sehatera dan 

target kinerja dapat tercapai sesuai denga tugas fungsi Pemerintah Kabupaten Sanggau 

memberikan pelayan prima. Uraian proyeksi belanja pada Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023  disajikan dalam tabel III.2 berikut ini: 
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Tabel 3.2. 

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sanggau 

Tahun 2022 

 

URAIAN 
APBD 2022 BERTAMBAH / 

(BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN 

1 2 3 4 

BELANJA       

Belanja Operasi 1.350.265.866.558,00  1.430.006.776.234,00 79.740.909.676,00 

Belanja Pegawai 652.519.855.534,00  671.021.074.832,00 18.501.219.298,00 

Belanja Barang 
dan Jasa 

645.732.224.024,00  682.664.207.506,00 36.931.983.482,00 

Belanja Hibah 50.073.337.000,00  74.381.493.896,00  24.308.156.896,00 

Belanja Bantuan 
Sosial 

1.940.450.000,00  1.940.00.000,00  (450.000,00) 

Belanja Modal 279.808.377.780,00  317.360.007.124,00 37.551.629.344,00 

Belanja Modal 
Peralatan dan 
Mesin 

26.979.533.343,00  54.690.280.159,00 27.710.746.816,00 

Belanja Modal 
Gedung dan 
Bangunan 

160.394.208.940,00  155.965.457.429,00 (4.428.751.511,00) 

Belanja Modal 
Jalan, Jaringan 
dan Irigasi 

86.231.801.140,00  95.418.802.928,00 9.187.001.788,00 

Belanja Modal 
Aset Tetap 
Lainnya 

6.202.834.357,00  10.137.479.908,00 3.934.645.551,00  

Belanja Modal 
Aset Lainnya 

 1.147.986.700,00 1.147.986.700,00 

Belanja Tidak 
Terduga 

3.631.923.620,00 1.079.761.816,00  (2.552.161.804,00)  

Belanja Tidak 
Terduga 

3.631.923.620,00  1.079.761.816,00 (2.552.161.804,00) 

Belanja Transfer 261.203.308.056,00  266.957.164.657,00 5.753.856.601,00 

Belanja Bagi Hasil 5.217.811.216,00  5.441.032.307,00 223.221.091,00 

Belanja Bantuan 
Keuangan 

255.985.496.840,00  261.516.132.349,60 5.530.635.509,60 

JUMLAH 
BELANJA 

1.894.909.476.014,00  2.015.403.709.831,00   120.494.233.817,00 

Total Surplus/ 
(Defisit) 

(187.203.818.981,00) (212.457.093.495,00) (25.253.274.514,00) 

 

Berdasarkan data dalam tabel 3.2 dapat diuraikan bahwa secara global 

terpotret terjadi kenaikan asumsi belanja hampir pada semua pos belanja yang 

semula pada angka Rp. 1.894.909.476.014,00 pada semester I Tahun 2023 menjadi 

Rp. 2.015.403.709.831,00 pada rencana semester II Tahun 2023 sehingga terjadi 

kenaikan sebesar Rp.   120.494.233.817,00 atau 6,35% dari belanja pada semester 

I. Jika dilihat lebih jauh dalam Bab V, anggaran belanja setiap perangkat daerah 

mengalami kenaikan baik terhadap pendanaan yang bersifat wajib dan berpasangan 
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dan juga kenaikan belanja hibah, dimana pada tahun 2023, Kabupaten Sanggau 

wajib membayarkan 40% dari hibah pilkada tahun 2024 atau sebesar Rp. 

22.202.306.896,00 yang pendanaannya bersumber dari pencaian dana cadangan 

pilkada. Lebih lanjut terdapat perubahan pada struktur belanja yang telah terintegrasi 

ke dalam rencana kerja perangkat daerah untuk menunjang pencapaian target dan 

indikator pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya. Kenaikan yang sangat 

signifikan juga untuk memanfaatkan SiLPA Tahun 2022 yang masih sangat besar 

pada nominal Rp. 204.254.786.599,00 , dan memerlukan kebijakan intervensi dalam 

penggunaannya. 

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa momentum saat ini merupakan 

kesempatan untuk melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sanggau Tahun 2023  agar lebih prospektif, realisistis, akuntabel dan 

transparan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan tercapainya target 

kinerja sesuai tugas fungsi menuju Sanggau bermartabat maju dan terdepan. 

Setelah melakukan telaahan terhadap asumsi pendapatan dan proyeksi 

belanja maka tahapan berikutnya yang dilakukan adalah dengan melakukan telahaan 

terhadap perubahan arah kebijakan pembiayaan Kabupaten Sanggau Tahun 2023. 

Komponen pembiayaan meliputi penerimaan  pembiayaan  daerah  seperti Sisa  

Lebih  Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), penerimaan 

pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah. Pada Tahun Anggaran 2023 

kebijakan  dalam hal penerimaan pembiayaan daerah hanya bersumber dari Sisa 

Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dan pencairan dari dana 

cadangan pilkada. Pengeluaran pembiayaan daerah dalam hal ini Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sanggau mengambil kebijakan bahwa  anggaran  tersebut  

digunakan untuk  upaya penyelesaian terhadap penyertaan modal sebagaimana 

telah tertuang dalam produk hukum daerah. Uraian proyeksi pembiayaan dituangkan 

dalam tabel 3.3 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.3 
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sanggau 

 Tahun 2022 
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URAIAN 
APBD 2022 

BERTAMBAH / 
(BERKURANG) SEBELUM 

PERUBAHAN 
SETELAH PERUBAHAN 

1 2 3 4 

Pembiayaan       

Penerimaan 
Pembiayaan Daerah 

201.203.818.981,00  226.457.093.495,00 25.253.274.514,00 

Sisa Lebih 
Perhitungan Anggaran 
Tahun Anggaran 
Sebelumnya 

201.203.818.981,00 204.254.786.599,00 3.050.967.618,00 

Pencairan Dana 
Cadangan 

0,00 22.202.306.896,00 22.202.306.896,00 

Jumlah Penerimaan 
Pembiayaan 

201.203.818.981,00  226.457.093.495,00 25.253.274.514,00 

Pengeluaran 
Pembiayaan daerah 

14.000.000.000,00  14.000.000.000,00  0,00  

Penyertaan Modal 
Daerah 

14.000.000.000,00  14.000.000.000,00  0,00 

Jumlah Pengeluaran 
Pembiayaan 

14.000.000.000,00  14.000.000.000,00  0,00 

Pembiayaan Netto 187.203.818.981,00  212.457.093.495,00 25.253.274.514,00 

Sisa Lebih 
Perhitungan 
Anggaran Tahun 
Anggaran Berkenaan 

-  -  -  

 

Berdasarkan data dalam tabel 3.3 dapat diuraikan bahwa di dalam dokumen 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 

terjadi peningkatan angka penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 25.253.274.514,00. 

Kenaikan ini terjadi karena adanya pencairan dana cadangan Pilkada Tahun 2024 

sebesar 40% (Rp. 22.202.306.896,00) yang harus dibayarkan pada tahun 2023. 

Namun terjadi perubahan terhadap SiLPA Tahun 2022 yang sebelumnya pada nilai 

Rp. 201.203.818.981,00 naik menjadi Rp. 204.254.786.599,00 (bertambah sebesar  

Rp. 3.050.967.618,00)  Sehingga total penerimaan pembiayaan yang semula sebesar 

Rp. 201.203.818.981,00 terkoreksi naik menjadi Rp. 226.457.093.495,00. Lebih lanjut 

setelah di breakdown ke dalam pengeluaran pembiayaan ditargetkan penurunan yang 

sebelumnya dalam APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 14.000.000.000 digunakan 

pembayaran penyertaan modal daerah yang menjadi kewajiban daerah sebagaimana 

telah tertuang dalam peraturan daerah. Selanjutnya SiLPA yang tersisa digunakan 

untuk menutupi defisit belanja sebesar Rp. 226.457.093.495,00. 
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BAB IV 
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 

 

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan 

hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 dan capaian kinerja 

yang direncanakan beserta kerangka pendanaan diuraikan berikut ini. 
 

4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan 

Pemerintah Kabupaten Sanggau bertekad mengamankan dan mengawal 

kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan dalam membangun Kabupaten 

Sanggau sebagai “Rumah Kita” untuk sebuah gerakan dengan 

mengedepankan “Bekerja Dengan Hati” serta semangat “Dompu” dan 

“Gotong Royong”. Sanggau yang maju  dan terdepan diwujudkan dengan 

menjadikan Kabupaten  Sanggau untuk Indonesia yang sejati-jatinya 

"merdeka" dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan sebagai 

upaya agar berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan 

berkepribadian dalam kebudayaan. Inilah tujuan sasaran pembangunan 

yang hendak diwujudkan hingga Tahun 2024 dan korelasinya dengan visi 

misi, diuraikan berikut ini. 

 
4.1.2 Visi Misi 

Visi misi disusun dengan memperhatikan isu strategis, 

lingkungan strategis dan tujuan sasaran pembangunan. Perwujudan visi 

misi mengedepankan semangat patriotisme “SABANG MERAH” (Sanggau 

Bangga Mengukir Sejarah) yang telah dilaksanakan pada periode 

pembangunan jangka menengah sebelumnya melalui 7 (tujuh) Brand 

Images, yaitu: (1) Sanggau Pintar, (2) Sanggau Sehat, (3) Sanggau 

Bersih dan Indah, (4) Sanggau Tertib, (5) Sanggau Terang, (6) Sanggau 

Manjur (Maju Infrastruktur), dan (7) Sanggau Budiman (Berbudaya dan 

Beriman). 

Visi pembangunan Kabupaten Sanggau 2019–2024 yaitu : “Sanggau 

Maju dan Terdepan”. Maju,  keadaan  yang  menunjukkan  meningkatnya  

berbagai  indikator pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya 

dengan dukungan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana dan 

prasarana, pelayanan publik yang baik dan pemerintahan daerah yang 

profesional, transparan, akuntabel dan demokratis berbasis 

elektronik. Terdepan, merupakan sebuah kondisi pertumbuhan Indeks 

Pembangunan Manusia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke  depan 
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menjadikan Kabupaten Sanggau yang bermartabat di Provinsi Kalimantan 

Barat. 

Untuk mewujudkan Sanggau Maju dan Terdepan, diperlukan misi 

sebagai suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat terlaksana 

dan berhasil dengan baik. Dalam hal ini misi merupakan pernyataan 

mengenai hal yang harus dicapai sebagai cerminan pelayanan dan tujuan 

pembangunan. Dengan demikian misi yang diemban menjawab permasalahan 

masyarakat, memiliki sasaran publik dan memiliki daya saing yang 

dapat meyakinkan masyarakat. Misi pembangunan menuju Sanggau Maju 

dan Terdepan, yaitu: 

 

 

Misi ini dimaksudkan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dasar 

meliputi jalan, jembatan, sarana perhubungan, dan telekomunikasi. 

Selain itu, permukiman yang layak perlu ditingkatkan, sehingga 

diperlukan penyediaan sarana dan prasarana air bersih, sanitasi, dan 

listrik. Penyediaan infrastruktur tersebut yang diorientasikan untuk 

mendorong peningkatan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas dan 

kesejahteraan masyarakat. Percepatan pembangunan untuk sejumlah 

kebutuhan dasar masyarakat mendesak pelaksanaan pembangunannya. Peran 

serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan 

penyelenggaraan kebutuhan dasar mutlak diperlukan dalam 

mengantisipasi keterbatasan anggaran pemerintah. 

Penyediaan dan pemerataan akses infrastruktur yang berkualitas tetap 

berada dalam koridor menjaga kualitas lingkungan hidup sehingga daya 

dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat tetap terjaga melalui 

pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, 

kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.  Lingkungan hidup yang 

sehat mempengaruhi kelangsungan hidup generasi sekarang dan 

mendatang. 

 

Misi 

ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, 

olahraga, dan sosial. Masyarakat yang cerdas, sehat jasmani dan 

rohani, bermartabat sebagai manusia yang terpenuhi kesejahteraan 
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sosialnya sehingga memiliki daya saing dalam berperan aktif di semua 

bidang pembangunan. 

 

 

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat 

dengan basis pemanfaatan potensi sumber daya alam dalam rangka 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. termasuk upaya 

untuk menurunkan angka kemiskinan serta menurunkan kesenjangan 

antarkelompok pendapatan. Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan perlu ditunjang dengan 

investasi yang diarahkan pada pengembangan investasi selaras 

pengembangan ekonomi hijau (green economy).  

Pengembangan ekonomi hijau seiring dengan pemberdayaan masyarakat 

adat agar pembangunan tidak mengakibatkan masyarakat adat mengalami 

eksklusisosial karena masyarakat adat kehilangan hak penguasaan atas 

tanah ulayat. 

  

 

Misi ini dimaksudkan untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola 

pikir, sikap, perilaku, budaya, dan pola tindak administrasi yang 

demokratis, objektif, dan profesional serta pengembangan dan 

penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan 

efektif dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Era 

baru sistem pemerintahan menginginkan transparansi serta keterbukaan 

informasi publik. Masyarakat juga menginginkan agar pemerintah dan 

masyarakat bersifat interaktif dan dialogis serta pemerintah yang 

responsif, yang cepat merespon keluhan-keluhan yang disampaikan oleh 

masyarakat. Pemerintah yang terbuka dan profesional akan mampu 

mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dari proses 

pengambilan kebijakan publik sampai dengan membuka ruang yang lebih 

lebar bagi pengawasan-pengawasan publik. 

Sistem pemerintahan berbasis Information and Communication   

Technology (ICT) atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektonik (SPBE) 

memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi dengan birokrasi 

pemerintahan dengan cara cepat dan tepat. Komunikasi dan konsultansi 
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publik bisa dilakukan secara sistematik melalui kanal-kanal media 

komunikasi virtual. Demikian pula interaksi dengan masyarakat bisa 

dilakukan tanpa harus terhalang oleh jarak dan dengan rentang waktu 

yang lebih cepat. Masyarakat bisa menyampaikan masukan, kritik maupun 

keluhannya terhadap pelayanan publik secara langsung dengan 

menggunakan teknologi informasi. Karena birokrasi publik dibentuk dan 

diadakan untuk melayani masyarakat, sudah seharusnya birokrasi publik 

lebih banyak berpikir dan bertindak untuk kepentingan masyarakat. 

 

 

Misi ini dimaksudkan untuk membangun tatanan kehidupan sosial yang 

mengedepankan semangat demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai 

hak asasi manusia guna menciptakan masyarakat yang harmonis dengan 

memperkuat kehadiran nilai-nilai sosial dan keagamaan seluruh aspek 

kehidupan masyarakat untuk membentuk manusia berkualitas bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kabupaten Sanggau adalah daerah yang 

bercorak majemuk dengan keragaman suku, adat-istiadat, budaya, 

bahasa, dan agama. Nilai, adat istiadat, kearifan lokal, dan seni 

budaya yang tumbuh di masyarakat Sanggau mutlak dilestarikan dan 

dikembangkan sebagai kekayaan budaya yang dapat digunakan untuk 

membangun relasi sosial yang harmonis, dan memperkuat daya rekat 

sosial masyarakat sehingga menjadi kekuatan penggerak dan modal dasar 

pembangunan. 

 

 

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman, 

demi terciptanya ketentraman, ketertiban, serta kepastian hukum yang 

berkeadilan. Dengan demikian, peningkatan harmoni kehidupan sosial, 

budaya dan politik dapat memenuhi rasa  aman, nyaman, dan tertib bagi 

seluruh warga. 

 

 

Misi ini dimaksudkan untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan 

partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa 
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guna kesejahteraan bersama serta membentuk pemerintahan desa yang 

profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. 

 

 

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan infrastruktur dasar di 

wilayah perbatasan melalui sinergitas pembangunan wilayah perbatasan 

yang merupakan beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

sesuai dengan kewenangan dalam pengelolaan wilayah perbatasan 

antarnegara. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah, diarahkan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan 

antarnegara. 

 

4.1.3 Tujuan Sasaran Pembangunan Daerah 

Formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah hendaknya 

dilakukan dengan tepat sasaran sehingga kebijakan yang 

diimplementasikan berdampak untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Kabupaten 

Sanggau. Untuk itu dalam rumusan ini setelah ditetapkan visi misi 

maka langkah berikutnya adalah menentukan tujuan, indikator tujuan, 

sasaran dan indikator sasaran yang dilengkapi dengan target capaian. 

Tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas pembangunan daerah 

merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dnegan 

pencapaian pembangunan daerah yang dalam hal ini dipandang penting 

karena sifatnya mendesak dan memiliki daya ungkit untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kinerja pembangunan daerah. 

Tujuan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang 

menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar 

penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. 

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sanggau yang dirumuskan 

berdasarkan pendekatan teknokratik. Tujuan merupakan suatu kondisi 

yang akan dicapai. Tujuan dimaksud dikolaborasi dengan visi dan misi 

Bupati dan Wakil  Bupati Sanggau untuk menghasilkan rumusan tujuan 

pembangunan Kabupaten Sanggau hingga tahun 2024. 

Selain daripada itu sasaran merupakan rumusan kondisi yang 

menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah 

yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat 
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daerah. Sasaran pembangunan merupakan sarana untuk melaksanakan dan 

sekaligus upaya untuk mewujudkan sasaran pembangunan di Kabupaten 

Sanggau. Dalam proses perumusan tujuan dan sasaran pembangunan 

Kabupaten Sanggau, digunakan pendekatan holistik–tematik dan 

integratif. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan keseluruhan aspek pembangunan serta unsur penting 

dan strategik yang berperan dalam pencapaian visi dan misi. Sementara 

pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa 

kewenangan untuk merumuskan sasaran pembangunan yang fokus dan 

terukur dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan. Rumusan Visi, Misi, 

Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Sanggau Tahun 

2023 disajikan pada tabel 4.1 berikut ini : 
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Tabel 4.1 
 

Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sanggau Tahun 2023 
 

No Misi Penggabungan Misi Tujuan Sasaran 
Indikator Daerah (Indikator 

Tujuan dan Sasaran) 

Target 

Capaian 

Tahun 2023 

1. Membangun dan 

meningkatkan 

infrastruktur, 

sarana dan 

prasarana publik 

yang 

berkualitas, adil, 

berkelanjutan 

dan 

berwawasan 

lingkungan 

Misi 1 

Membangun dan 

meningkatkan infrastruktur, 

sarana dan prasarana 

publik yang berkualitas, 

adil, berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan;  

dan 

Misi 8 

Meningkatkan percepatan 

pembangunan wilayah 

perbatasan yang bersinergi 

dengan pemerintah 

provinsi dan pemerintah 

pusat 

Tujuan 1.1 

Terwujudnya 

peningkatan 

ketersediaan dan 

kualitas 

infrastruktur 

  Indeks Kepuasan Layanan 

Infrastruktur 

55,17 

Sasaran 1.1.1 

Meningkatnya 

pelayanan sarana dan 

prasarana jalan, 

perhubungan dan 

telekomunikasi 

Indeks Infrastruktur Baik 55,17 

Sasaran 1.1.2 

Meningkatnya 

ketersediaan sarana 

dan prasarana 

permukiman 

Rasio rumah layak huni 0,1390 

Persentase rumah tangga 

pengguna listrik 

  

Rasio permukiman layak huni   

Persentase jumlah sampah 

yang tertangani 

  

Sasaran 1.1.3 

Meningkatnya sarana 

dan prasarana publik 

dan permukiman di 

wilayah perbatasan 

antarnegara 

Indeks infrastruktur wilayah 

perbatasan antar negara 

54,98* 
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No Misi Penggabungan Misi Tujuan Sasaran 
Indikator Daerah (Indikator 

Tujuan dan Sasaran) 

Target 

Capaian 

Tahun 2023 

Tujuan 1.2 

Terwujudnya 

peningkatan 

kualitas lingkungan 

hidup 

  Indeks Kualitas Lingkungan 

Hidup (IKLH) 

66,50* 

Sasaran 1.2.1 

Meningkatnya kualitas 

air dan udara 

Indeks kualitas air 57,00* 

Indeks kualitas udara 93,69 

Sasaran 1.2.2 

Meningkatnya tutupan 

lahan 

Indeks Kualitas Lahan 42,92 

Sasaran 1.2.3 

Meningkatnya ketaatan 

pemanfaatan ruang 

Ketaatan terhadap RTRW 100,00 

2. Mewujudkan 

Masyarakat 

yang Cerdas, 

Sehat, 

Bermartabat dan 

Berdaya Saing 

  Tujuan 2.1  

Terwujudnya 

pelayanan 

pendidikan, 

kesehatan dan 

sosial yang 

berkualitas 

  Indeks Pembangunan 

Manusia 

67,23 

Sasaran 2.1.1 

Meningkatnya kualitas 

pendidikan 

Angka melek huruf    

Harapan lama sekolah   11,87 

Rata-rata lama sekolah 7,45* 

Jumlah pengunjung 

perpustakaan 

  

Angka harapan hidup 73,26 

Jumlah prestasi olahraga   
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No Misi Penggabungan Misi Tujuan Sasaran 
Indikator Daerah (Indikator 

Tujuan dan Sasaran) 

Target 

Capaian 

Tahun 2023 

Sasaran 2.1.2 

Meningkatnya kualitas 

kesehatan 

Laju Pertumbuhan Penduduk 1,30 

Sasaran 2.1.3 

Meningkatnya 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

Persentase PMKS yang 

tertangani 

97,50* 

Pengeluaran Per Kapita (ribu 

rupiah) 

8.654 

Sasaran 2.1.4 

Meningkatnya kualitas 

hidup perempuan dan 

anak 

Indeks Pemberdayaan Gender 

(IDG)  

  

Indeks Pembangunan Gender 

(IPG) 

81,34 

3 Meningkatkan 

Taraf Hidup 

Masyarakat 

Berbasis 

Ekonomi 

Kerakyatan dan 

Nilai-Nilai 

Kearifan Lokal 

  Tujuan 3.1 

Terwujudnya 

peningkatan dan 

pemerataan 

pendapatan 

masyarakat 

  1. Pertumbuhan ekonomi 4,70* 

2. Indeks Gini 0,283* 

3. Angka Kemiskinan 4,16 

4. Tingkat Pengangguran 

Terbuka (TPT) 

3,20 

5. Pendapatan Per Kapita 

(juta rupiah) 

48.132 

Sasaran 3.1.1 

Meningkatnya 

pertumbuhan PDRB 

Kontribusi sektor pertanian 

(tanaman pangan) terhadap 

PDRB 
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No Misi Penggabungan Misi Tujuan Sasaran 
Indikator Daerah (Indikator 

Tujuan dan Sasaran) 

Target 

Capaian 

Tahun 2023 

Kontribusi sektor pertanian 

(tanaman hortikultura) terhadap 

PDRB 

  

Kontribusi sektor perikanan 

terhadap PDRB 

  

Kontribusi sektor pertanian 

(perkebunan) terhadap PDRB 

  

Kontribusi sektor pertanian 

(peternakan) terhadap PDRB 

  

Kontribusi sektor Pertanian, 

Kehutanan, dan Perikanan 

terhadap PDRB 

8.047.637 

Kontribusi sektor Industri 

terhadap PDRB 

19.18 

Kontribusi sektor Perdagangan 

terhadap PDRB 

12,2 

Persentase koperasi aktif   

Peningkatan status usaha mikro 

menjadi usaha kecil 

  

Pertumbuhan kunjungan wisata    
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No Misi Penggabungan Misi Tujuan Sasaran 
Indikator Daerah (Indikator 

Tujuan dan Sasaran) 

Target 

Capaian 

Tahun 2023 

Kontribusi sektor Pariwisata 

terhadap PDRB 

302.342 

Luas irigasi kabupaten dalam 

kondisi baik (ha) 

  

Sasaran 3.1.2 

Meningkatnya 

investasi daerah 

Jumlah nilai investasi berskala 

nasional (PMDN/PMA) (Rp.juta)  

  

Pertumbuhan  investasi PMDN 5,50 

Sasaran 3.1.3 

Menurunnya angka 

pengangguran 

Tingkat Pengangguran Terbuka 

(TPT) 

  3,20  

Tingkat partisipasi 

angkatan kerja 

71,00* 

Persentase wirausaha muda   

Tingkat partisipasi pemuda 

dalam kegiatan ekonomi 

mandiri 

0,37 

Sasaran 3.1.4 

Meningkatnya 

ketahanan pangan 

masyarakat 

Skor Pola Pangan Harapan 

(PPH)  

  

Penguatan cadangan pangan   

Indeks Ketahanan Pangan 84,04  
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No Misi Penggabungan Misi Tujuan Sasaran 
Indikator Daerah (Indikator 

Tujuan dan Sasaran) 

Target 

Capaian 

Tahun 2023 

Sasaran 3.1.5 

Meningkatnya 

kesejahteraan sosial  

Persentase pemerlu Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial (PPKS)  

45,00  

4. Meningkatkan 

Tata Kelola 

Pemerintah 

Yang Baik 

  4.1. Terwujudnya 

kualitas tata kelola 

pemerintahan yang 

akuntabel, 

responsif dan 

transparan dalam 

memberikan 

pelayanan publik 

  Indeks Reformasi Birokrasi 61,00 

Sasaran 4.1.1 

Meningkatnya 

akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah 

Predikat akuntabilitas kinerja    

Nilai SAKIP 66,00 

Kategori Nilai LPPD   

Kinerja Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah 

3,4000 

Tingkat Maturitas SPIP 3,60 

Tingkat konsistensi antar 

dokumen perencanaan 

  

Persentase pemanfaatan hasil 

kelitbangan 

  

Persentase pengelolaan arsip 

pola baru 

  

Cakupan data statistik sektoral 

Kabupaten Sanggau dalam satu 

data 
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No Misi Penggabungan Misi Tujuan Sasaran 
Indikator Daerah (Indikator 

Tujuan dan Sasaran) 

Target 

Capaian 

Tahun 2023 

Tingkat fasilitasi pelayanan 

sesuai ketugasan Sekretariat 

DPRD 

  

Sasaran 4.1.2 

Meningkatnya kualitas 

pengelolaan keuangan 

daerah 

Opini BPK terhadap laporan 

keuangan 

WTP 

Proporsi PAD terhadap 

pendapatan daerah 

7,06 

Indeks Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

1,385 

Sasaran 4.1.3  

Meningkatnya 

profesionalitas 

Aparatur Sipil Negara 

(ASN) 

Indeks profesionalitas ASN 49,80  

Rasio ASN 
 

Sasaran 4.1.4 

Meningkatnya kualitas 

layanan publik 

Indeks Penyelenggaraan 

Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) 

2,30 

Indeks Kematangan Keamanan 

Informasi (IKKI) 

  

Indeks kepuasan masyarakat 95,00 
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No Misi Penggabungan Misi Tujuan Sasaran 
Indikator Daerah (Indikator 

Tujuan dan Sasaran) 

Target 

Capaian 

Tahun 2023 

5. Meningkatkan 

Tata Kehidupan 

Sosial 

Masyarakat 

yang Harmonis, 

Religius, 

Berbudaya dan 

Demokratis 

  5.1. Terwujudnya 

mentalitas 

kehidupan sosial 

yang tertib, tumbuh 

kembang 

kerukunan 

kehidupan 

beragama dan 

berbudaya 

  Persentase warisan budaya 

benda dan tak benda yang 

diapresiasi 

  

Indeks Kerukunan Umat 

Beragama (IKUB) 

79,50* 

Sasaran 5.1.1 

Meningkatnya kualitas 

dan revitalisasi budaya 

dalam perilaku 

kehidupan sehari hari 

yang produktif bagi 

pengembangan daerah 

Tingkat pelestarian nilai seni 

dan budaya 

  

Persentase warisan budaya 

benda dan tak benda yang 

diapresiasi 

  

Sasaran 5.1.1 

Meningkatnya kualitas 

kehidupan sosial 

beragama 

Angka Konflik SARA 0,00 

Tingkat pelestarian objek 

pemajuan kebudayaan dan 

cagar budaya 

80,24 

Rasio tempat ibadah per satuan 

penduduk 

0,00201 

6. Meningkatkan 

Ketentraman 

  6.1 Terwujudnya 

kapastian dan 

penegakan 

supremasi hukum, 

  Konflik Sosial (jumlah)   

Indeks ketentraman dan 

Ketertiban 

98,00* 
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No Misi Penggabungan Misi Tujuan Sasaran 
Indikator Daerah (Indikator 

Tujuan dan Sasaran) 

Target 

Capaian 

Tahun 2023 

dan Ketertiban 

Masyarakat 

serta perlindungan 

masyarakat 

Sasaran 6.1.1 

Meningkatnya 

ketentraman, 

ketertiban dan 

keamanan lingkungan 

Indeks ketentraman dan 

Ketertiban 

  

Sasaran 6.1.1 

Meningkatnya 

ketentraman 

masyarakat 

Indeks Ketentraman 

Masyarakat (IKM) 

99,50* 

Sasaran 6.1.2 

Meningkatnya 

kepatuhan masyarakat 

terhadap aturan hukum 

untuk mendukung 

terciptanya 

ketertiban sosial dan 

stabilitas politik 

Persentase penegakan PERDA 

dan PERKADA  

  

Sasaran 6.1.2 

Meningkatnya 

Ketertiban Umum 

Indeks Ketertiban Umum (IKU) 96,50 

Sasaran 6.1.3 

Meningkatnya kualitas 

kesiapsiagaan dan 

Persentase desa/kelurahan 

tangguh bencana 

  

Indeks Resiko Bencana 131,60 
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No Misi Penggabungan Misi Tujuan Sasaran 
Indikator Daerah (Indikator 

Tujuan dan Sasaran) 

Target 

Capaian 

Tahun 2023 

ketanggapdaruratan 

bencana 

Tingkat waktu tanggap 

(response time) daerah layanan 

Wilayah Manajemen Kebakaran 

(WMK) 

 

  

7. Meningkatkan 

Pembangunan 

Berbasis Desa 

dan Kawasan 

Perdesaan 

  7.1. Terwujudnya 

penyelenggaraan 

pemerintahan desa 

dan pemberdayaan 

masyarakat desa 

yang optimal 

  Jumlah desa mandiri   

Indeks Desa Membangun 

(IDM) 

0,7786* 

Sasaran 7.1.1 

Meningkatnya 

pemberdayaan 

masyarakat desa 

Persentase desa berstatus 

swasembada terhadap total 

desa 

  

Persentase Desa Mandiri 38,04 

Sasaran 7.1.1 

Meningkatnya 

kemandirian desa 

Indeks Ketahanan Sosial 0,8054* 

Indeks Ketahanan Ekonomi 0,6280* 

Indeks Ketahanan Ekologi/ 

Lingkungan 

0,8710* 

Sasaran 7.1.2 

Meningkatnya kualitas 

manajemen 

pemerintahan desa 

Persentase tata kelola 

pemerintahan desa yang baik 

95,1 
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No Misi Penggabungan Misi Tujuan Sasaran 
Indikator Daerah (Indikator 

Tujuan dan Sasaran) 

Target 

Capaian 

Tahun 2023 

 

 

 

 

8. Meningkatkan 

Percepatan 

Pembangunan 

Wilayah 

Perbatasam 

yang Bersinergi 

dengan 

Pemerintah 

Provinsi dan 

Pemerintah 

Pusat 

  8.1. Terwujudnya 

peningkatan sarana 

dan prasarana 

publik dan 

permukiman di 

wilayah perbatasan 

antarnegara 

  Indeks infrastruktur wilayah 

perbatasan antar negara 

  

Sasaran 8.1.1 

Meningkatnya sarana 

dan prasarana publik 

di wilayah perbatasan 

antarnegara 

Persentase rumah tangga 

pengguna listrik di wilayah 

perbatasan antarnegara  

  

Persentase jalan kabupaten dan 

jalan non status dalam kondisi 

mantap (baik dan sedang) di 

wilayah perbatasan antarnegara  

  

Persentase ketersediaan 

sekolah pendidikan dasar di 

wilayah perbatasan antarnegara  

  

Persentase ketersediaan 

Puskesmas dan Pustu di 

wilayah perbatasan antarnegara  
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4.2 Sasaran Dan Prioritas Pembangunan 

Mewujudkan masyarakat sanggau yang bermartabat, maju dan dan 

terdepan ditengah kemajemukan di Kabupaten Sanggau maka diperlukan 

kebijakan strategis dan dan tepat sasaran sebagai jawaban atas fenoma 

pandemi yang terjadi. Dalam hal ini ketika penyusunan dan penyajian 

dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau 

Tahun 2023 maka diperlukan inovasi dan akselerasi berupa kebijakan 

prioritas yang dianggap mampu turut serta membantu masyarakat keluar 

dari masalah sulit ini dan tentunya menjadi bagian yang berimplikasi 

dalam mewujudkan kinerja pemerintah sehingga menjadi tepat sasaran dan 

berdampak langsung bagi masyarakat. 

Prioritas yang telah dirumuskan diwujudkan dalam rupa program dan 

kegiatan dan dibagi habis kepada Perangkat Daerah sesuai tugas fungsi. 

Program kegiatan merupakan target kinerja sebagai bentuk akuntabilitas 

kinerja pemerintah yang notabene adalah abdi masyarakat, dituntut mampu 

memberikan pelayanan pulbik yang prima dimulai dengan formulasi 

kebijakan perencanaan pembangunan daerah hingga implementasi dan 

monitoring serta evaluasi pembangunan. Rangkaian kebijakan yang menjadi 

tugas fungsi pelayanan publik menjadi salah satu barometer untuk 

mengukur kualitas kinerja pemerintah daerah. 

Prioritas pembangunan Kabupaten Sanggau diformulasikan dengan 

terlebih dahulu diselaraskan dengan prioritas nasional. Prioritas 

pembangunan Kabupaten Sanggau merupakan langkah strategis yang inovatif 

untuk melakukan akselerasi mewujudkan masyarakat Kabupaten Sanggau yang 

bermartabat maju dan terdepan. Prioritas pembangunan Kabupaten Sanggau 

yang diturunkan lagi menjadi program kegiatan disajikan di dalam dokumen 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023  

dan lebih lanjut diuraikan pada Bab 5. 
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Gambar 4.1 

Prioritas Pembangunan Kabupaten Sanggau 

Tahun 2023 

 

 

Gambar 4.2 

Hubungan Misi Kepala Daerah Dengan Isu Strategis Dan Prioritas Pembangunan 

Daerah Kabupaten Sanggau  

Tahun 2023 

 

 



BAB V 
RENCANA KERJA DAN 
PENDANAAN DAERAH 
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Perubahan rkpd kab. sanggau 



BAB VI 
PENUTUP 
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